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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
1. Konsonan 
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا alif Tidak dilambangkan tidak  dilambangkan 
ة Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث Sa ṡ es (dengan titik di  atas) 
ج Jim J Je 
ح Ha ḥ ha (dengan titk di 
bawah) 
خ kha Kh ka dan ha 
د dal D De 
ذ zal Ż zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش syin Sy es dan ye 
ص sad ṣ es (dengan titik di 
bawah) 
ض dad ḍ de (dengan titik di 
bawah) 
ط Ta ṭ te (dengan titik di 
bawah) 
ظ Za ẓ zet (dengan titk di 
xi 
 
 
 
 
bawah)  
ع „ain „ apostrof terbalik 
غ gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق qaf Q Qi 
ك kaf K Ka 
ل lam L El 
م mim M Em 
ى nun N En 
ً wau W We 
ه Ha H Ha 
ء hamzah , Apostof 
ُ Ya Y Ye 
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir  maka ditulis dengan 
tanda (  ). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut : 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
َ ا fatḥah A A 
ِا Kasrah I I 
َ ا ḍammah U U 
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Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 َى 
 
fatḥahdan yā‟ 
 
Ai 
 
a dan i 
 
 َو ى 
 
fatḥah dan wau 
 
Au 
 
a dan u 
 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 
 
 
Harkat dan 
Huruf 
 
Nama 
 
Huruf dan 
Tanda 
 
Nama 
 
 ٍَ ... | َا... 
fatḥahdan alif 
atauyā‟ 
Ā a dan garis di atas 
ٍ kasrah danyā‟ I i dan garis di atas 
ٌى ḍammahdan wau Ū u dan garis di atas 
 
4. Tā‟ Marbūṭah 
Transliterasi untuk tā‟ marbūṭahada dua, yaitu: tā‟ marbūṭahyang hidup 
atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang transliterasinya 
xiii 
 
 
 
 
adalah [t]. Sedangkan tā‟ marbūṭahyang mati atau mendapat harkat sukun 
transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā‟ marbūṭahdiikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 
tā‟ marbūṭah itu transliterasinya dengan (h). 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydid ( ّ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan  
dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Jika huruf ٍber-tasydid  di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah( َّ ِى),maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddahmenjadi (i). 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf 
لا(alif lam ma‟arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 
ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah 
maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf 
langsung yang mengikutinya.Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang 
mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 
7. Hamzah 
 turan transliterasi huruf ham ah menjadi apostrop (  ) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah 
terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 
berupa alif. 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata,istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 
Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak 
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lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur‟an(dari 
al-Qur‟ān), alhamdulillah, dan munaqasyah.Namun, bila kata-kata 
tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus 
ditransliterasi secara utuh.= 
9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 
Kata “ llah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 
atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frase nominal), ditransliterasi 
tanpa huruf hamzah. 
Adapun tā‟ marbūṭahdi akhir kata yang disandarkan kepadalafẓ al-Jalālah 
ditransliterasi dengan huruf [t]. 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf  kapital (All caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan 
huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku 
(EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal 
nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan 
kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang 
ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan 
huruf awal kata sandangnya.  Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf 
A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan 
yang sama juga berlaku untuk  huruf awal dari judul referensi yang 
didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun 
dalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR). 
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ABSTRAK 
 
Nama    :   Andi Sri Rahayu H 
Nim    :   10200115003 
Jurusan   :   Hukum Tata Negara 
Judul Skripsi                :   Efektivitas Penanganan Rehabilitasi Anak Berhadapan 
     Dengan Hukum Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus 
Balai 
     Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan 
     Khusus “Toddopuli” di Makassar) 
 
Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana efektivitas penanganan 
rehabilitasi anak berhadapan dengan hukum oleh Balai Rehabilitasi Sosial Anak 
Memerlukan Perlindungan Khusus dan dalam perspektif hukum Islam. Yang selanjutnya 
dibagi ke dalam beberapa submasalah, yaitu 1) Bantuk-bantuk kasus apa yang dilakukan 
anak berhadapan hukum di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan 
Khusus “Toddopuli”?  2) Bahgaimana Proses rehabilitasi anak berhadapan dengan hukum 
di Balai Rehabilitasi Sosial  nak Memerlukan Perlindungan Khusus “Toddopuli”?  3) 
Faktor-faktor apa yang menyebabkan anak berhadapan dengan hukum di Balai 
Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus “Toddopuli”?  4) bagaimana 
pandangan hukum Islam terhadap anak berhadapan dengan hukum?. 
Jenis Penelitian ini tergolong deskriptif  kualitatif  lapangan (Field Research) 
dengan pendekatan yang dilakukan yuridis normatif, teologis normatif, dan yuridis 
sosiologis. Adapun sumber data penelitian ini adalah sumber data primer berupa 
wawancara maupun observasi dan data sekunder berupa buku-buku dan dokumentasi 
yang di dapatkan dari Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus 
“Toddopuli”. Data di dapatkan melalui observasi  wawancara  dan dokumentasi. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tahap 1) rehabilitasi yang dilakukan 
yaitu, pendekatan awal, pengungkapan dan pemahaman masalah, penyusunan rencana 
pemecahan masalah, pelaksanaan pemecahan masalah, evaluasi, terminasi, serta rujukan. 
2) pelaksanaan rehabilitasu disesuaikan dengan kesepakatan awal dengan pihak yang 
bersangkutan, yakni bertujuan agar pekerja sosial dan anak berhadapan dengan hukum 
(ABH) menjadi lebih akrab serta melancarkan proses rehailitasi. 3) penangana anak 
berhadapan dengan hukum(ABH) dilakukan oleh pendamping pekerja sosial profesional 
maupun tenaga kesejahteraan sosial sesuai dengan prosedur dan peraturan yang ada. 4) 
dalam pandangan hukum Islam pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dua perkara 
yaitu, kekuatan berfikir dan pilihan. Perbjatan melanggar hukum oleh anak bisa 
dimaafkan atau bisa dikenakan hukuman, tetapi bukan hukuman pokok melainkan ta‟zir. 
Sehingga ketika seorang anak melakukan perbuatan melanggar hukum maka anak 
tersebut tidak dikenakan hukuman dan sebagai gantinya iya menjalankan hukuman 
pengajaran dari orang tuanya. 
Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) diharapkan kepada Kementrian Sosial 
agar lebih meningkatkan kuantitas di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan 
Perlindungan Khusus “Toddopuli” agar meningkatkan pelayanan terhadap anak 
berhadapan dengan hukum (ABH). 2) Diharapkan bagi masyarakat dan keluaraga agar 
bersikap terbuka mendukung, menerima dan menyaini bahwa anak tersebut dapat kembali 
seperti anak normal lainnya setelah mendaptkan penenganan rehabilitasi di Balai 
Rehabilitasi Sosial  nak Memerlukan Perlindungan Khusus “Toddopuli” di Makassar. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Anak sebagai anugerah dari Tuhan yang Maha Esa, wajib kita rawat, 
bimbing dan lindungi dari berbagai hal yang dapat mengganggu dan 
mempengaruhi tumbuh kembangnya secara optimal. Salah satu situasi yang dapat 
mengganggu tumbuh kembang anak, adalah kesulitan perilaku yang menyebabkan 
anak terpaksa berhadapan dengan hukum. 
Berdasarkan pasal 1 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Anak, yang dimaksud dengan anak berhadapan dengan hukum adalah 
anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, 
dan anak yang menjadi saksi pidana. 
Penanganan masalah anak berhadapan hukum merupakan tanggung jawab 
bersama. Kenakalan anak pada zaman modern ini merupakan fenomena 
sederhana, namun telah meluas menjadi isu yang sangat mengkhawatirkan. 
Kompleksitas masalah ini bukan saja meningkat secara keantitas, tetapi secara 
kualitas juga lebih beragam. Saat ini, banyak kenakalan anak yang sudah 
termasuk pada kategori kejahatan yang memaksa anak harus menjalani rehabilitasi 
atau hukuman pidana.  
Sesuai dengan amanat UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak 
dan UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kementrian Sosial, 
mengemban tugas dan tanggung jawab untuk merumuskan kebijakan dan 
penanganan perlidungan anak, khususnya untuk anak-anak yang berhadapan 
dengan hukum. Sebagai upaya mewujudkan tugas dan tanggung jawab tersebut, 
Kementrian Sosial telah menyusun Kesepakatan Bersama dengan 4 Departemen 
lainnya yaitu, Departemen Hukum Dan HAM, Departemen Pendidikan Nasional 
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RI, Departemen Kesehatan RI, dan Departemen Agama, serta Kepolisian Negara 
RI pada tahun 2009 tentang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak Yang 
Berhadapan Dengan Hukum (ABH). Kesepakatan Bersama antara 5 Kementrian 
dan POLRI ini merupakan perluasan atas kesepakatan bersama antara Depsos dan 
Departemen Hukum dan HAM yang telah dibuat pada tahun 2005, tentang 
pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak Didik Pemasyarakatan.1 
Surat Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk memberikan acuan bagi 
pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelayanan dan rehabilitasi sosial ABH 
agar dapat dilakukan secara lebih terkoordinasi dan terintegrasi, dengan 
mengutamakan pendekatan keadilan restoratif serta berdasar pada prinsip-prinsip 
perlindungan anak – non diskriminatif, kepentingan terbaik anak, menjamin 
tumbuh kembang anak dan partisipasi anak. 
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementrian Hukum 
dan HAM Republik Indonesia, pada tahun 2010 ditemukan 3.117 anak-anak yang 
berstatus Anak Didik (Anak Sipil, Anka Negara, dan Anak Pidana), sedangkan 
data yang diperoleh sampai bulan Juli tahun 2009, tercatat 3.466 anak-anak yang 
berstatus sebagai Anak Didik (Anak Sipil, Anak Negara dan Anak Pidana). 
Sementara itu, kondisi faktual sistem hukum dan penegakan hukum saat 
ini belum mampu memberikan jaminan terjadinya perubahan positif perilaku, 
anak-anak juga kerap harus menyerap berbagai pengalaman buruk yang menyertai 
proses penegakan hukumannya serta tidak dapat mengakses berbagai hak dan 
kebutuhan dasar yang esensial bagi proses tumbuh-kembangnya menuju 
kedewasaan. Mereka mengalami masa-masa sulit, berkaitan dengan rasa bersalah, 
                                                             
1Direktorat Jendral Informatika Dan Komunikasi Publik,  Pedoman Operasional Komite 
Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum (Jakarta: Direktorat 
Jendral Informatika Dan Komunikasi Publik, 2012), h. 1. 
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ketakutan terhadap aturan dan proses hukum yang tidak mereka pahami, 
pengalaman kekerasan fisik dan psikis selama mengikuti proses hukum, terisolasi, 
sulit mengakses kelayakan kebutuhan dasar, menerima stigma/label masyarakat, 
terpisah dari keluarga, tekanan dari lingkungan baru, dan lain-lain. Kondisi 
tersebut menunjukkan adanya kebutuhan pendampingan ketika anak berhadapan 
dengan hukum. Tanpa pendampingan anak akan mengalami situasi yang sangat 
buruk bagi kelangsungan tumbuh kembangnya.2  
Walaupun konvensi Perlindungan Anak telah diratifikasi oleh Pemerintah 
Indonesia, namun kenyataan masih belum sepenuhnya mampu menyelamatkan 
dan melindungi anak-anak yang mengalami permasalahan hukum, belum semua 
stakeholder mendukung sepenuhnya perwujudan mekanisme peradilan yang 
ramah anak.3 
Beragam inisiatif perlu diupayakan pada berbagai tingkatan untuk 
mencegah permasalahan anak berhadapan dengan hukum, disamping upaya 
membangun proses hukum yang lebih ramah anak dan penyediaan layanan yang 
melindungi tumbuh-kembang bagi anak yang terpaksa berhadapan dengan hukum, 
haruslah tetap didukung.4 
Pada zaman modern sekarang ini banyak kebudayaan sebagai hasil dari 
semakin akrabnya komunikassi daerah, nasional, dan internasional. Keluhan 
bermacam-macam budaya dapat berlangsung lancar dan lembut, akan tetapi tidak 
jarang berproses melalui konflik personal dan sosial. Banyak pribadi yang 
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mengalami gangguan jiwani, dan muncul konflik budaya yang ditandai dengan 
keresahan sosial serta ketidakrukunan masyarakat sosial. Sebagai akibat timbul 
ketegangan, kecemasan, ketakutan, dan perilaku yang menyimpang dari norma-
norma dan nilai yang dilakukan anak dan remaja. Situasi seperti ini menjadi 
pertimbangan dilihat dari sudut psikologi dan pedagonis. 
Perilaku remaja yang cenderung menyimpang dari norma dan nilai itu, 
merupakan akibat perkembangan kebudayaan masyarakat, khususnya di bidang 
ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak disertai oleh unsur-unsur yang 
membawa ke arah positif, misalnya pengaruh video, film-film yang bernafaskan 
sadisme/kekerasan dan pornografi. Keadaan tersebut juga diakibatkan oleh suatu 
rumah yang sepi,karena kesibukan kedua orang tua yang sementara tidak berada 
di rumah. Pada saat-saat tersebut, kemungkinan untuk kecenderungan remaja ke 
arah perbuatan menyimpang. 
Perilaku menyimpang adalah setiap perilaku yang tidak sesuai dengan 
norma-norma dan nilai kesusilaan atau kepatutan, baik dalam sudut pandang 
kemanusiaan (agama) secara individu maupun pembenaran sebagai bagian 
daripada makhluk sosial. 
Remaja merupakan anggota lapisan masyarakat yang relatif masih berusia 
muda. Mereka memiliki kedudukan yang penting, karena mereka adalah harapan 
orang tua, masyarakat dan harapan bangsa yang diharapkan menjadi penerus cita-
cita perjuangan bangsa dan calon-calon pemimpin masa depan. Remaja 
merupakan sebagai salah satu sumber potensi bagi bangsa yang harus 
dikembangkan dan dipersiapkan untuk berpartisipasi dalam pembangunan yang 
sedang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia.5 
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Islam telah meletakkan dasar-dasar untuk menetukan tingkah laku baik 
dan buruk dan memberikan sumber yang tetap, juga dapat menentukan tingkah 
laku moral yang bersumber dari al-Qur‟an dan sunnah. Setiap manusia lahir ke 
dunia ini membawa dasar fitrahnya (kesucian) masing-masingf, yaitu potensi 
kesucian untuk beragama, berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Fitrah 
adalah tabiat awal yang Allah swt. ciptakan pada manusia atas kehendaknya. 
Maksudnya adalah kemudahan mematuhi perintah Allah swt., serta keluhuran 
budi pekerti yang merupakan cermin dari fitrah Islam. Sebagaimana yang di 
jelaskan dalam QS. Al-a‟raf/7: 172. 
                           
                               
    
Terjemahnya: 
Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam 
dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka 
(seraya berfirman): "Bukankah aku ini Tuhanmu?" mereka menjawab: 
"Betul (Engkau Tuban kami), Kami menjadi saksi". (kami lakukan yang 
demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya 
Kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan 
Tuhan)".6 
Timbulnya kenakalan remaja bukan hanya merupakan gangguan terhadap 
keamanan dan ketertiban masyarakat semata-mata, akan tetapi juga merupakan 
bahaya yang dapat mengancam masa depan masyarakat suatu bangsa. Dengan 
demikian, perlu mendapat pengawasan dan bimbingan dari semua pihak terutama 
dalam pengawasan orang tua agar remaja tidak terjerumus kedalam jurang yang 
bersifat serius. Dalam upaya untuk menyesatkan dari jalan yang benar, setan 
berusaha menanamkan benih-benih kesesatan pada diri manusia sejak pertama 
                                                             
6Kementrian Agama RI, al-Qur‟an dan Terjemahnya (Cet. XVII; Jakarta: Yayasan 
Penyelenggara Penterjemah Al-Qur‟an  2014), h. 173. 
5 
 
 
 
 
kali dilahirkan kedunia, Allah Subhanahu wa Ta‟ala berfirman dalam QS Al-
Araf/7: 16-17. 
                            
                             
Terjemahnya: 
Iblis menjawab: "Karena Engkau telah menghukum saya tersesat, saya 
benar-benar akan (menghalang-halangi) mereka dari jalan Engkau yang 
lurus. kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang 
mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. dan Engkau tidak akan mendapati 
kebanyakan mereka bersyukur (taat).7 
Peranan orang tua dan sekolah amat penting sebab remaja ini belum siap 
untuk bermasyarakat. Bimbingan orang tua dan guru amat dibutuhkan agar remaja 
tidak salah arah, karena di masyarakat amat banyak pengaruh negatif yang bisa 
menyengsarakan masa depan remaja. Kan tetapi konflik antar remaja dengan 
orang tua dan guru pasti terjadi sebab para pendidik ini kurang dapat 
menyesuaikan diri terhadap remaja. 
Seorang anak biasanya mengikuti prilaku orang tua, maka sudah 
seharusnya orang tua memiliki akhlak yang mulia, janganlah ia tampakkan kepada 
anaknya akhlak yang buruk karena anak akan menirunya. Hendaknya ia ingat 
sabda Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam: 
 ِه َُصقَْني َْىأ ِرْيَغ ْيِه َُهدَْعب بَيِب َلِوَع ْيَه ُرَْجأ ًَ  بَىُرَْجأ ُوََلف ًَةنَسَح ًةَّنُس َِملاْسِلإا َِف َّيَس ْيَه ْيَه ًَ  ٌء َْ َش ْنِىِرٌُُجأ ْي
 َّنُس َِملاْسِلإا َِف َّيَس ْنِىِراَز ًْ َأ ْيِه َُصقْنَي َْىأ ِرْيَغ ْيِه ِهِدَْعب ْيِه بَِيب َلِوَع ْيَه ُرْز ًِ ًَ  بَىُرْز ًِ  ِوْيَلَع َىبَك ًَةِّئيَس ًة
 ٌء َْ َش 
Artinya: 
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“Barang siapa yang mencontohkan perbuatan baik dalam Islam, maka 
dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang ikut 
melakukannya setelahnya tanpa dikurangi sedikit pun pahala mereka. 
Dan barang siapa yang mencontohkan perbuatan yang buruk dalam 
Islam, maka dia akan memikul dosanya dan dosa orang-orang yang ikut 
mengerjakannya setelahnya tanpa dikurangi sedikit pun dari dosa 
mereka.(Diriwayatkan oleh Abu Daud, serta dishahihkan oleh al 
Hakim)8 
Remaja dan pemuda pada umumnya sebagai anggota masyarakat yang 
sedang berada pada masa berfikir objektif, berarti tidak senang melihat adanya 
kepincangan-kepincangan sosial. Apabila kritik spontan tidak bisa mereka 
lakukan karena pimpinan masyarakat tidak dapat mentolerirnya, akan timbulnya 
ketegangan emosional dan frustasi yang disalurkan berupa bentuk kenakalan 
seperti kebut-kebutan, minum alkohol, menghisap ganja, melanggar asusila, dan 
sebagainya.9 
Anak merupakan salah satu bagian dari unsur masyarakat yang 
membutuhkan pembinaan fisik, mental dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha 
Esa. Usia perkembangan anak baik secara fisiknya sangat menginginkan dan 
memerlukan bimbingan pengajaran dan tingkah laku dari orang di sekitarnya baik 
orang tua maupun lingkungan di sekelilingnya.10 Di Balai Rehabilitasi Sosial 
 nak Memerlukan Perlindungan Khusus “Toddopuli” banyak anak yang yang 
sedang menjalani proses rehabilitasi agar dapat kembali menjadi anak yang 
produktif dan berbudi pekerti yang luhur. Dimana tugas pokok Balai Rehabilitasi 
Sosial  nak Memerlukan Perlindungan Khusus “Toddopuli” di Makassar ialah 
                                                             
8Al-Hafizh Ahmad bin Hajar al-Asqalani, Bulughul Naram Himpunan Hadits-hadits 
Hukum Dalam Fikih Islam (Cet. 1; Jakarta: Darul Haq, 2014), h. 625. 
9Sofyan S. Willis, Remaja Dan Masalahnya (Bandung: Penerbit Alfabeta Bandung, 
2017), h. 3-6. 
10
 Duane Schulzt, Psikologi Pertumbuh  (Cet. I; Yogyakarta: Kanisius, 1991), h. 47. 
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melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial terhadap anak bermasalah dengan 
hukum/ anak nakal.  
Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 
dengan judul “Efektivitas Penanganan Rehabilitasi Terhadap  nak Berhadapan 
dengan Hukum Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Balai Rehabilitasi Sosial 
Anak  Memerlukan Perlindungan Khusus “Toddopuli” Di Makassar) 
 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus Penelitian 
a. Efektivitas Rehabilitasi 
b. Anak berhadapan dengan hukum 
c. Tindak Pidana anak 
d. Hukum Islam 
 
2. Deskripsi Fokus 
a. Rehabilitasi adalah sebuah kegiatan atau proses untuk membantu seseorang 
untuk memulihkan dirinya baik dari fisik ataupun psikologisnya.  
b. Anak yang berhadapan hukum adalah anak yang menjadi korban tindak 
pidana dan saksi pidana. 
c. Tindak pidana anak adalah segala bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh 
anak-anak. 
d. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian dari 
agama Islam, sebagai sistem hukum yang mempunyai beberapa qaidah kunci 
yang dijelaskan lebih dahulu sebab kadangkala membingungkan yang apabila 
tidak diketahui persis maknanya. 
Tabel 
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No Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 
1. Efektivitas 
Rehabilitasi 
a. Pengertian Efektivitas 
b. Pengertian rehabilitasi. 
c. Tujuan rehabilitasi. 
2. Anak berhadapan 
dengan hukum 
a. Pengertian anak berhadapan 
dengan hukum. 
b. Faktor penyebab anak 
berhadapan dengan hukum. 
c. Penanganan anak berhadapan 
dengan hukum ditinjau 
dalam hukum positif dan 
hukum Islam. 
3. Tindak pidana anak a. Pengertian tindak pidana 
anak. 
b. Indikasi atau penyebab anak 
melakukan tindak pidana. 
c. Kasus-kasus tindak pidana. 
4. Hukum Islam a. Pengertian hukum Islam 
b. Tujuan hukum Islam. 
  
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dirumuskan pokok masalah 
bagaimana efektivitas penanganan rehabilitasi anak berhadapan dengan hukum. 
Berdasarkan pokok masalah tersebut, maka dapatlah dirumuskan beberapa sub 
masalah sebagai berikut. 
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1. Bentuk-bentuk kasus apa yang dilakukan oleh anak berhadapan dengan 
hukum di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan 
Khusus “Toddopuli” ? 
2. Bagaimana proses rehabilitasi anak berhadapan dengan hukum di Balai 
Rehabilitasi Sosial  nak Memerlukan Perlindungan Khusus “Toddopuli” 
? 
3. Faktor-faktor apa yang menyebabkan anak berhadapan dengan hukum di 
Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus 
“Toddopuli” ? 
4. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap anak berhadapan dengan 
hukum ? 
D. Kajian Pustaka 
a. Muhammad Daud Ali dalam bukunya Hukum Islam Pengantar Ilmu 
Hukum Dan Tata Hukum Islam di Indonesia, membahas tentang hukum 
islam dan tujuannya. Namun tidak membahas lebih khusus tentang hukum 
terhadap anak yang melakukan pelanggaran hukum. 
b. Marwan Setiawan dalam bukunya Karakteristik Kriminalitas Anak dan 
Remaja, membahas tentang masalah anak dan remaja, indikasi perilaku 
cenderung kriminalitas, perlindungan anak, cara mendidik anak dalam 
islam dan peradilan anak. Namunbuku ini tidak membahas tentang upaya 
selanjutnya setelah anak di jatuhi hukuman. 
c. Sofyan S. Willis dalam bukunya Remaja dan Masalahnya,  membahas 
tentang memahami perkembangan remaja, dan upaya-upaya 
menanggulangi kenakalan remaja. Namun buku ini tidak membahas 
tentang cara mendidik anak dan remaja dalam islam dan masih banyak 
kekurangan dalam isinya. 
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d. Direktorat Jendral Informatika Dan Komunikasi Publik,  Pedoman 
Operasional Komite Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Anak 
Berhadapan Dengan Hukum, buku ini membahas tentang pendampingan 
terhadap anak yang berhadapan hukum. Namun tidak ada pembahasan 
lebih jelas tentang upaya-upaya penanggulangannya. 
e. Direktorat Jendral Informatika Dan Komunikasi Publik, Pedoman 
Operasional Pendamping/Pekerja Sosial Anak Berhadapan Hukum, buku 
ini membahas tentang pendampingan terhadap anak yang berhadapan 
hukum. Namun tidak ada pembahasan lebih jelas tentang upaya-upaya 
penanggulangannya. 
f. Syekh Khalid bin Abdurrahman al-„ik  Prophentic Parenting, buku ini 
menjelaskan tentang cara mendidik anak sejak dalam kandungan hingga 
besar berdasarkan Al-Qur‟an dan sunnah Rasulullah saw. 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Berdasarkan pokok masalah, maka yang menjadi tujuan umum dalam 
penelitian ini adalah untuk mengetahui penanganan rehabilitasi anak yang 
berhadapan dengan hukum. 
Berdasarkan sub masalah, maka dapat diuraikan tujuan khusus penelitian 
diantaranya: 
1) Untuk mengetahui bentuk-bentuk kasus yang dilakukan oleh anak 
berhadapan dengan hukum yang direhabilitasi di Balai Rehabilitasi Sosial 
 nak Memerlukan Perlindungan Khusus “Toddopuli” Makassar. 
2) Untuk mengetahui proses rehabilitasi anak berhadapan dengan hukum di 
Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus 
“Toddopuli” Makassar. 
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3) Untuk mengetahui faktor atau kendala dalam penanganan anak berhadapan 
dengan hukum di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindugan 
Khusus “Toddopuli” Makassar. 
4) Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap anak berhadapan 
dengan hukum. 
Adapun kegunaan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 
1) Menambah pengetahuan tentang cara upaya penanganan anak berhadapan 
dengan hukum. 
2) Memberikan informasi yang bukan hanya sekedar teori tetapi dapat 
diimplementasikan dikehidupan sehari-hari. 
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BAB II 
TINJAUAN TEORETIS 
A. Efektivitas Rehabilitasi 
1. Pengertian Efektivitas 
Efektifitas (berjenis kata benda) berasal dari kata dasar efektif (kata sifat). 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Efektif adalah akibatnya, pengaruhnya, 
dan kesannya. Sementara itu Efektifitas memiliki pengertian „keefektifan‟ yaitu 
keadaan berpengaruh, hal berkesan.11 
2. Pengertian Rehabilitasi 
Rehabilitasi menurut Pasal 1 angka 23 KUH P adalah “hak seseorang 
untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat 
serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau 
pengadilan karena ditangkap, ditahan, dituntt ataupun diadili tanpa alasan yang 
berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau 
hukum yang diterapka menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”.12 
Dari penjelasan tersebut rehabilitasi dapat diartikan salah satu upaya 
pemulihan dan pengembalian kondisi bagi anak yang sedang berhadapandengan 
hukum agar dapat kembali ke lingkungan masyarakat melakukan interaksi sosial 
secara normal dan wajar. 
Menurut Kepmensos No. 50/HUK/2004 “panti sosial mempunyai tugas 
memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak nakal agar mampu 
mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat”. 
                                                             
11Kementria Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai 
Pustaka, 2003), h.284. 
12Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang Rehabilitas Pasal 1 Butir 23. 
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Tujuan akhir yang akan dicapai Kementrian Sosial tahun 2015-2019 
melalu penyelenggaraan kesejahteraan sosial, adalah: 
a. Meningkatkan kemampuan penduduk dalam memenuhi kebuthan dasar; 
b. Terpenuhinya hak dasar dan inklusivitas bagi penduduk miskin dan rentan, 
penyandang disabilitas, dan kelompok marjinal lainnya; 
c. Meningkatkan kualitas manajemen dan pengelolaan penyelenggaraan 
kesejahteraan sosial.13 
Tujuan ini juga berada di dalam kerangka pembangunan nasional saat ini dan 
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementrian Sosial sesuai peraturan 
Presiden N0. 46 Tahun 2015 tentang Kementrian Sosial. 
3. Tujuan Rehabilitasi 
Tujuan rehabilitasi adalah untuk mengembalikan keberfungsian sosial 
seseorang, melalui serangkaian proses pertolongan yang dimulai dengan upaya 
pemulihan secara fisik, penanganan masalah kejiwaannya, yang dilanjutkan 
dengan program-program pengubahan perilaku untuk upaya penyesuaian 
psikososialnya, serta latihan vokasional bagi yang telah memiliki kewajiban untuk 
melakukannya.14 
 
B. Anak Berhadapan Dengan Hukum 
1. Pengertian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum 
Anak adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa wajib dilindungi dan 
dijaga kehormatan, martabat, dan harga dirinya secara wajar, baik secara hukum 
maupun ekonomi. Anak adalah penerus bangsa yang paling menentukan nasib dan 
                                                             
13Keputusan Menteri Sosial  No. 50/HUK/2004 
14Direktorat Jendral Informatika Dan Komunikasi Publik,  Pedoman Operasional Komite 
Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum, h. 9. 
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masa depan yang akan datang. Anak merupakan tunas bagi generasi muda sebagai 
penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki potensi, ciri, sifat khusus, dan 
peran yang wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan yang tidak manusiawi 
dan berakibat terjadinya pelanggaran. Anak memiliki hak untuk tumbuh dan 
berkembang serta berhak untuk mendapatkan perlindungan dari segala kekerasan 
dan diskriminasi.15  
Dalam agama Islam, kedewasaan seseorang atau disebut baligh tidak 
ditentukan berdasarkan umur, namun dilihat dari perkembangan fisik dan jiwa 
seseorang tersebut. Bagi anak perempuan dikatakan telah baligh atau sudah 
dewasa apabila telah mestruasi atau datang bulan, sedangkan bagi anak laki-laki 
dikatakan baligh atau dewasa jika telah mengalami mimpi basah.  
Di Indonesia definisi anak terdapat dalam beberapa ketentuan perundang-
undangan yakni sebagai berikut. 
a) Anak dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang 
kesejahteraan sosial. 
b) Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum 
kawin. Jika seseorang belum mencapai umur 21 tahun namun ia sudah 
pernah kawin maka ia tidak lagi berstatus sebagai anak, melainkan sebagai 
orang dewasa. 
Dalam KUHPerdata Pasal 330 ayat (1) 
a) Seseorang belum dikatakan dewasa jika seseorang tersebut umurnya 
belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum 
umur 21 tahun. 
                                                             
15Mufida, Psikologi Keluarga Islam: Berwawasan Gender  (Cet. I; Malang: UIN-Malang 
Press, 2008), h. 300. 
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b) Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak Pasal 1 angka 3. 
c) Anak adalah mereka yang berusia 12 tahun tapi belum berusia 18 tahun. 
UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan UU No.23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak 
a) Anak yang berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah anak usia 6 – 
kurang dari 18 tahun yang terpaksa berkontak dengan sistem peradilan 
pidana karena: 
b) Yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan 
tindak pidana. 
c) Yang menjadi korba tindak pidana. 
d) Telah melihat, mendengar, merasakan, atau mengetahui suatu peristiwa 
pelanggaran hukum. 
Maka tidaklah berlebihan jika dikatakan membangun kepribadian bangsa 
adalah membangun kepribadian generasi penerus. Berdasarkan pasal 1 ayat (2) 
UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sitem Peradilan Anak, yang dimaksud dengan 
anak berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, 
anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi pidana. 
Keprihatinan sebagai bangsa saat ini mengalami kemerosotan akhlak yang 
dialami anak bangsa, baik secara sebagai pelaku maupun sebagai korban dari 
tindak kekerasan, seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, seks bebas, pesta sabu-
sabu, mabuk miras oplosan, tawuran, dan lai-lain. Dalam rangka perlindungan 
anak, baik secara fisik, mental, sosial, maka perlu mendapat pembinaan, agar 
tercegah dari perilaku kekerasaan dan menyimpang yang dapat merugikan dirinya, 
keluarganya, dan masyarakat, serta masa depan bangsa dan negara. 
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Peranan orang tua dan guru amat penting sebab anak ini belum siap 
bermasyarakat. Bimbingan guru dan orang tua amat dibutuhkan agar anak tidak 
salah arah, karena di masyarakat amat banyak pengaruh negatif yang bisa 
menyengsarakan masa depan anak. Akan tetapi, konflik antar anak dengan orang 
tua dan guru pasti terjadi sebab para pendidik ini kurang dapat menyesuaikan diri 
terhadap anak.16 
Beberapa gambaran tersebut telah bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud 
anak berhadapat dengan Hukum (ABH) adalah anak yang mempunyai perilaku 
tidak sesuai dengan keinginan atau harapan yang sesuai dengan nilai-nilai yang 
dianut oleh orang tua, keluarga, maupun lingkungan sekitarnya. 
Berkaitan dengan hal tersebut, Dr. Marwan Setiawan, M.Pd 
mengemukakakan bahwa di negeri ini kenakalan anak/remaja sesungguhnya 
sudah begitu kompleks, karena rendahnya implementasi agama, nilai-nilai 
karakter, ilmu hukum lepas dari keadilan. Hukum diobok-obok dengan suap-
menyuap, yang akhirnya keadilan tercabik-cabik.17 
Perlindungan anak adalah program dalam pembangunan nasional, 
menutup mata terhadap masalah perlindungan anak berarti mengabaikan 
pembangunan nasional. Karena anak merupakan sumber daya bagi pembangunan 
suatu negara yang dimana pembangunannya dimulai sedini mungkin agar anak 
dapat berperan maksimal bagi pembangunan bangsa dan negara. 
2. Faktor Penyebab Anak Berhadapan Dengan Hukum 
                                                             
16Sofian S. Willis, Remaja Dan Masalahnya  (Cet, VI; Bandung: Alfabeta Bandung, 
2017), h. 3. 
17Marwan Setiawan, Karakterikstik Kriminalitas Anak Dan Remaja (Ciawi-Bogor: Ghalia 
Indonesia, 2015), h. 127. 
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Munculnya permasalahan terhadap anak tidak lepas dari adanya faktor-
faktor yang mendorong anak melakukan tindakan melawan hukum. Hal tersebut 
terjadi akibat kelainan –kelainan yang ersifat psikis, sehingga anak yang 
mengalami kelainan jiwa maupun mental sering melakukan tindakan melawan 
hukum. Dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang berbunyi: 
“Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain  
mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti 
kerugian tersebut.” 
Faktor penyebab anak berhadapan dengan Hukum (ABH) dapat dibedakan 
menjadi dua, yaitu faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. 
a. Faktor intrinsik 
1) Faktor Kecerdasan 
Anak yang nakal jika ditinjau dari intelegensinya, kebanyakan dilakukan 
oleh mereka yang kecerdasannya rendah, akan tetapi hal tersebut tidak mutlak 
karena banyak anak yang kecerdasannya normal atau tinggi terlibat dalam kasus 
hukum.18 
2) Faktor Usia 
Anak berhadapan dengan Hukum (ABH) kebanyakan dilakukan oleh anak 
berusia 12-18 tahun.19 
3) Faktor Jenis Kelamin 
Rata-rata anak yang melakukan pelanggaran hukum adalah anak laki-laki. 
Anak perempuan pun sebagian melakukan tindakan melanggar hukum dengan 
                                                             
18Marwan Setiawan, Karakterikstik Kriminalitas Anak Dan Remaja, h. 105. 
19Marwan Setiawan, Karakterikstik Kriminalitas Anak Dan Remaja, h. 106. 
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modal kecantikan dengan mengundang hawa nafsu para lelaki untuk melakukan 
perbuatan seks bebas.20 
4) Faktor Kedudukan Dalam Keluarga 
Urutan kelahiran juga berpengaruh pada tingkah laku seorang anak. 
Dimana jika anak tersebut terlahir sebagai anak tunggal yang selalu semua 
permintaannya dikabulkan oleh orang tuanya maka dapat membuat anak itu 
cenderung lebih egois dan keras kepala karena sudah dibiasakan seperti itu.21 
5) Faktor Kekecewaan 
Anak-anak yang mengalami hal seperti ini serimng terganggu psikisnya, 
sehingga sering melakukan tindakan-tindakan yang mencolok, seperti kejahatan 
dan sebagainya.22 
6) Faktor Kejiwaan 
Ada sebagian anak yang menderita penyakit kejiwaan seperti selalu ingin 
mencuri (kleptomani) dan lain-lain.23 
b. Faktor ekstrinsik 
1) Faktor Lingkungan 
Keadaan lingkungan yang tidak baik terkadang menjadi kesempatan 
terlebar untuk anak melakukan kejahatan dan sebagainya.24 
2) Faktor Rumah Tangga 
                                                             
20Marwan Setiawan, Karakterikstik Kriminalitas Anak Dan Remaja, h. 106. 
21Marwan Setiawan, Karakterikstik Kriminalitas Anak Dan Remaja, h. 107. 
22Marwan Setiawan, Karakterikstik Kriminalitas Anak Dan Remaja, h. 107. 
23Marwan Setiawan, Karakterikstik Kriminalitas Anak Dan Remaja, h. 107. 
24Marwan Setiawan, Karakterikstik Kriminalitas Anak Dan Remaja, h. 108. 
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Keadaan rumah tangga yang menyedihkan terkdang membuat anak 
menderita tekanan psikis yang tidak jarang membuat anak tersebut melakukan 
perbuatan-perbuatan yang dimana masyarakat mengenalnya sebagai kenakalan 
remaja.25 
3) Faktor Ekonomi 
Keadaan ekonomi keluarga yang miskin bisa menyebabkan anak-anak 
dapat melakukan kejahatan untuk memenuhi keinginannya. Dan keadaan ekonomi 
yang kaya juga terkadang menjadi faktor yang membuat anak menjadi melakukan 
tindakan kejahatan karena kedua orang tuanya hanya lebih mengurusi kekayaan 
dan pekerjaannya.26 
4) Faktor Pendidikan 
Pendidikan baik dalam lingkungan keluarga, di sekolah, maupun di 
masyarakat sangat penting sekali untuk menunjang kehidupan anak jauh dari 
tindskan kejahatan.27 
5) Faktor Pergaulan 
Faktor pergaulan berpengaruh besar bagi tumbuh kembang anak-anak. 
Banyak hal yang terdapat di lingkungan masyarakat dapat menimbulkan 
perbuatan negatif.28 
6) Faktor Mass Media 
Di zaman modern ini, media massa sangat mempengaruhi anak-anak 
sekarang. Apalagi saat ini, dengan kecanggihan teknologi internet dan smartphone 
                                                             
25Marwan Setiawan, Karakterikstik Kriminalitas Anak Dan Remaja, h. 108. 
26Marwan Setiawan, Karakterikstik Kriminalitas Anak Dan Remaja, h. 109. 
27Marwan Setiawan, Karakterikstik Kriminalitas Anak Dan Remaja, h. 109. 
28Marwan Setiawan, Karakterikstik Kriminalitas Anak Dan Remaja, h. 110. 
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semakin mudah didapatkan dan begitu mudahnya juga mengakses hal-hal yang 
berbau pornografi.29 
Maka dapat disimpulkan bahwa faktor utama penyebab anak berhadapan 
dengan hukum yaitu, pembawaan anak dengan semua keadaan yang ada dalam 
dirinya, lingkungan keluarga, sekolah, maupun lingkungan masyarakat juga ikut 
berperan penting didalamnya. 
3. Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dalam 
Hukum Positif dan Hukum Islam.  
Perlindungan sosial diberikan kepada anak-anak yang berhadapan dengan 
hukum, untuk menjamin pemenuhan hak anak untuk hidup, tumbuh kembang dan 
berpartisipasi, serta melindungi anak dari diskriminasi, tindak kekerasan, 
eksploitasi dan penelantaran. Untuk menjamin pemenuhan hak-hak dasar anak, 
maka berbagai upaya dilakukan melalui program pencegahan untuk menjauhkan 
anak dari proses peradilan, dan kasus-kasus anak berhadapan dengan hukum. 
Perlindungan sosial yang diberikan terhadap anak yang berhadapan dengan 
hukum adalah rehabilitasi sosial. Tujuannya untuk dapat mengembalikan dan 
mengembangkan keberfungsian sosial anak, melalui berbagai program pengubah 
perilaku, serta program-program sosial lainnya yang dapat mempermudah anak 
melalui proses reintegrasi sosial dengan lingkungan sosialnya, setelah anak 
menjalani masa putusan pengadilan atau selesai melalui program peradilan 
restoratif yang berbasis masyarakat.30 
Penangan sosial dalam proses informal, dimulai dari penyelenggaraan 
berbagai program pencegahan kepada anak-anak yang ada dalam situasi terlibat 
                                                             
29Marwan Setiawan, Karakterikstik Kriminalitas Anak Dan Remaja, h. 111. 
30Direktorat Jendral Informatika Dan Komunikasi Publik, Pedoman Operasional 
Pendamping/Pekerja Sosial Anak Berhadapan Hukum (Jakarta: Direktorat Jendral Informatika 
Dan Komunikasi Publik, 2012), h. 5-6. 
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konflik hukum. Berbagai upaya dilakukan untuk terselenggaranya mesyawarah 
sebagai wahana penyelesaian kasus anak tanpa melalui proses peradilan formal. 
Selain itu, pemberian pendampingan psikologi bagi anak dan keluarganya 
mangatasi masalah keterlibatan dalam knflik hukum yang sedang mereka hadapi. 
Indonesia telah meratifikasikan Hak-Hak Anak berdasarkan Keputusan 
Presiden (keppres) Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang 
Pengesahan Conventional On The Right Of The Child (Konvensi Tentang Hak-
Hak Anak), maka dari itu sejak tahun 1990 Indonesia terikat secara hukum untuk 
melaksanakan ketentuan yang termaksud di dalam Konvensi Hak-Hak Anak.31 
Untuk mendukung agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar 
maka dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 
disebutkan bahwa anak berhak untuk dapat bermain, berkreasi, berpartisipasi, 
berhubungan dengan orang tua bila terpisahkan, bebas beragama, bebas 
berkumpul, bebas berserikat, hidup dengan orang tua, kelangsungan hidup, 
tumbuh dan berkembang.  
Gambaran tersebut dapat dijelaskan bahwa program perlindungan dan 
penanganan  sosial anak yang berhadapan dengan hukum meliputi empat aspek, 
yaitu32: 
a. Pencegahan 
                                                             
31Marwan Setiawan, Karakteristik Kriminalitas Anak Dan Remaja, h. 15. 
32Direktorat Jendral Informatika Dan Komunikasi Publik,  Pedoman Kerja Antar 
Kementrian/Lembaga Dalam Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan Dengan 
Hukum (Jakarta: Direktorat Jendral Informatika Dan Komunikasi Publik, 2012), h. 7-8. 
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Program pencegahan diarahkan kepada kelompok anak dan masyarakat 
yang karena kondisi dan situasinya membuat mereka rentan untuk menghadapi 
konflik dengan hukum 
b. Perlindungan 
Program perlindungan diberikan melalui pendampingan psikososial untuk 
memberikan jaminan atas pemenuhan hak dasar anak, dengan mengedepankan 
pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus terhadap anak. 
c. Pelayanan 
Pemberian pelayanan dasar yang terintegrasi dilakukan secara bersama-
sama oleh semua stakeholder bagi semua anak, termasuk anak-anak yang 
berhadapan dengan hukum yang di proses dalam peradilan formal maupun anak 
yang ditanganiu melalui musyawarah keluarga dan masyarakat. 
d. Pengasuhan 
Pengasuhan anak yang berhadapan dengan hukum diatur dengan 
mengedepankankan pendekatan pengasuhan berbasis keluarga dengan 
mengedepankan anak yang usianya masih di bawah 12 tahun, di upayakan untuk 
menghindari penempatan anak secara terpisah dari keluarganya.  
Sasaran PKSABH di prioritaskan kepada anak-anak yang berprilaku 
nakal atau anak yang berhadapan dengan hukum, keluarga, serta masyarakat 
dimana anak tinggal. ABH yang mendapatkan bantuan adalah ABH yang berasal 
dari keluarga miskin. Berdasarkan pertimbangan ini sasaran penerima manfaat, 
terutama di tujukan kepada anak dengan kenakalan yang melakukan pelanggaran 
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norma sosial tetapi tidak dalam kategori tindak pidana sehingga tidak berhadapan 
dengan hukum, atau anak rentan melakukan kenakalan atau tindak pidana.33 
Anak berhadapan dengan hukum (6 sampai di bawah 18 tahun) dari 
keluarga miskin, meliputi: 
1) Anak dengan kenakalan yang telah diindikasi melakukan pelanggaran 
hukum atau tindak pidana sehingga berhadapan dengan proses hukum 
(termasuk mengalami penangkapan, penahanan, mengikuti proses 
pengadilan, yang berstatus diversi, menjalani masa hukuman pidana, dan 
menjalani masa reintegrasi pada orang tua/keluarga). 
2) Anak yang menjadi korban tindak pidana sehingga berhadapan dengan 
hukum. 
3) Anak yang menjadi saksi tindak pidana sehingga berhadapan dengan 
hukum. 
4) Keluarga miskin dari anak dengan kenakalan baik pelaku pelanggaraan 
norma sosial, maupun dengan kenakalan baik pelaku tindak pidana, 
sertaedkorban dan saksi tindak pidana. 
5) Masyarakat yang diwakili oleh tokoh-tokohnya, tempat anak dengan 
kenakalan tinggal.34 
Asas legalitas dalam kejahatan dan hukuman Nullum Delictum nulla 
poena sine preavia lege poenali” (nullum Crimen nulla poena sine lage) 
merupakan jaminan kebebasan individu dan dengan memberi batas-batas aktivitas 
yang dilarang secara tepat dan jelas dalam hukum pidana sebelum perbuatan itu 
                                                             
33Direktorat Jendral Informatika Dan Komunikasi Publik, Pedoman Operasional Komite 
Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum  (Jakarta: Direktorat 
Jendral Informatika Dan Komunikasi Publik, 2012), h. 11. 
34Direktorat Jendral Informatika Dan Komunikasi Publik,  Pedoman Operasional 
Pendamping/Pekerja Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum , h. 7-8. 
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dilakukan penerapan hukum dapat dilakukan apabila  perbuatan-perbuatanya 
dinyatakan sebelumnya dalam tindak pidana, prinsip-prinsip legalitas ini 
ditegakkan paling tegas pada kejahatan-kejahatan hudud dimana pelanggaranya 
dihukum dengan sanksi-sanksi yang pasti dan ia juga deterapkan sebagai hukum 
qiyas dengan diletakkanya prosedur-prosedur khusus dan sanksi-sanksi yang 
sesuai, prinsip ini tidak lagi diragukan akan terjadi penerapan sanksi terdapat 
kekeliruan di dalamya.35 
Dalam Islam menganjurkan penanganan perlindungan anak secara 
holistik, yaitu dilakukan sejak pra-nikah hingga anak beranjak dewasa. Islam 
menganjurkan agar ibu dan ayah mendidik anak dengan baik. Setelah 
kelahirannya, anak dididik dan dijamin kesehatannya dilindungi hak-haknya 
hingga dewasa. Allah Swt. berfirman dalam QS Al-Hajj/22: 5. 
                              
                               
                       
                             
                        
     
Terjemahnya: 
Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), 
Maka (ketahuilah) Sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, 
kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari 
segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, 
agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang 
Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami 
keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur- angsur) kamu 
sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan 
(adapula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya 
Dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya telah diketahuinya. 
                                                             
35Topo Santoso, Asas-Asas Hukum Pidana Islam  (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 94. 
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dan kamu Lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air 
di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai 
macam tumbuh-tumbuhan yang indah.36 
Anak telah digariskan akan menjadi cobaan bagi orang tua dan 
keluarganya, jika orang tuanya berhasil mendidik dan mengasuhnya dengan baik 
maka mereka akan memperoleh pahala yang besar di sisi Allah swt. Orang tua 
dianjurkan membangun kemesraan dalam rumah tangga, memberikan kasih 
sayang dan sering mendoakan anak.  
Kasih sayang, cinta, dan persahabatan merupakan kecenderungan 
terhadap sesuatu yang disukai dan bermanfaat. Kebanyakan tujuan dari mencintai 
adalah terpenuhinya kebutuhan-kenutuhan materi, atau kebutuhan-kebutuhan 
anggota tubuh, atau ,arena membawa kepuasan tersendiri. Hal ini terjadi 
dikarenakan adanya imajinasi atau rasa ketertarikan yang amat kuat terhadap yang 
dicintai atau kepada sesuatu yang bermanfaat.37 
Orang tua juga turut bertanggung jawab terhadap masyarakat, karena 
anak-anak akan menjadi pelanjut di kemudian hari. Jika generasi hari ini 
memperoleh pendidikan yang keliru, dipastikan masuarakat di kemudian hari akan 
buruk.38 Pada masa ini ide keagamaan anak di dasarkan atas dorongan emosional, 
hingga mereka dapat melahirkan konsep yang foemalis. Berdasarkan hal itu, maka 
pada usia anak-anak tertarik dan senang pada lembaga keagamaan yang mereka 
                                                             
36Kementrian Agama RI, al-Qur‟an dan Terjemahnya  (Cet. XVII; Jakarta: Yayasan 
Penyelenggara Penterjemah Al-Qur‟an  2014)  h. 332. 
37Agus Sujanto dkk, Psikologi Kepribadian  (Cet. 1; Jakarta: Aksara Baru, 1980), h. 16. 
38Ibrahim Amin, Anakmu Amanat-Nya: Rumah Sebagai Sekolah Utama, (Cet. 1; Jakarta: 
Al-Huda, 2006), h. 7. 
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lihat kelola oleh orang dewasa dalam lingkungan mereka. Segala bentun tindak 
amal keagamaa merek ikuti dengan penuh minat.39 
Adapun yang dimaksud dengan hadhanah (pengasuhan) dalam Islam 
adalah mendidik dan menjaga anak, membuatnya hidup nyaman, memelihara, 
mengurus, membalut lukanya jika terluka, merawat, memandikan, menghilangkan 
kotoran dari tubuhnya, dan lain sebagainya. Hadhanah berasal dari kata hidhnu, 
yang memiliki arti karena besarnya perhatian terhadap anak maka ibulah yang 
berkewajiban untuk mengasuhnya. Islam memberikan rasa aman kepada anak 
dengan wujud memberikan perhatian dan penjagaan yang maksimal, di mana hal 
tersebut tampak dalam aturan-aturan hukum Fiqh Islam yang paling detail, yang 
memprioritaskan kemaslahatan bagi anak di atas semua hal.40 
Sumber utama untuk memahami pengasuhan yang islami selain diperoleh 
melalui al-Qur‟an juga dari sejarah kehidupan Nabi Muhammda saw. Beliau 
merupakan suri teladan yang selayaknya menjadi contoh dalam pengasuhan dan 
pendidikan anak dalam keluarga. Hal ini dapat ditelaah dari kisah-kisah Nabi saat 
menghadapi anak yang ditunjukkan dalam QS. Al-Azhab/33: 21 sebagai berikut. 
                              
       
Terjemahnya: 
Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik 
bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) 
hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.41 
                                                             
39Jalaluddin, Psikologi Agama  (Cet. VIII; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 
66. 
40Syakh Khalid bin Abdurrahman al-„Ik  Prophetic Parenting  (Yogyakarta: 
Laksana,2017),  h. 121. 
41Kementrian Agama RI, al-Qur‟an dan Terjemahnya, h.  
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Dari gambaran di atas jelaslah bahwa Allah swt. sangat memperhatikan 
pengasuhan anak, bahkan mulai dari kandungan orang tua telah dituntut untuk 
memperhatikan pemenuhan hak-haknya untuk tumbuh dan berkembang secara 
wajar. 
C. Tindak Pidana Anak 
1. Pengertian Tindak Pidana Anak 
Pada dasarnya tindak pidana anak adalah segala bentuk tindak pidana 
yang dilakukan oleh anak-anak. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 
Pasal 1 butir 2 tentang Pengadilan Anak, yang dimaksud dengan anak nakal 
adalah:42 
1) Anak yang melakukan tindak pidana, atau 
2) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik 
menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain 
yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. 
Dalam KUHP Indonesia, jelas terkandung makna bahwa suatu perbuatan 
pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-unsur:43 
1) Adanya perbuatan manusia; 
2) Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum; 
3) Adanya kesalahan; 
4) Orang yang berbuat harus dapat dipertanggungjawabkan. 
Batasan-batasan di atas memang berlaku bagi orang dewasa, tapi apabila 
pelakunya adalah anak-anak, tentu ada hal-hal yang berbeda dengan orang 
dewasa. Apalagi dala KUHP ditegaskan bahwa seseorang dapat 
                                                             
42Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia  (Jakarta: Rajawali 
Pers, 2014), h. 29. 
43Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia, h. 30. 
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dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atas syarat kesadaran diri yang 
bersangkutan. Sedangkan seorang anak dengan karakteristik yang ada padanya 
karena ketidakmampuannya berpikir normal seperti orang dewasa. Bagi anak 
yang memiliki kejiwaan yang masih labil, kemantapan psikis yang masih dalam 
proses pengembangan, dan perkembangan otak yang belum sempurna, yang tentu 
saja konsekuensinya belum dapat dipertanggungjawabkan. 
2. Indikasi atau Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana 
Latar belakang anak melakukan tindak pidana, tentu tidak sama dengan 
latar belakang orang dewasa dalam melakukan kejahatan. Mencari sebab anak 
melakukan tindak pidana akan sangat membantu dalam memberi masukan tentang 
apa yang sebaiknya diberikan terhadap anak yang telah melakukan tindak pidana. 
Berbicara tentang tindak pidana anak, tidak terlepas dari indikasi atau penyebab 
sehingga anak melakukan tindak pidana.44 
Kejahatan dapat diartikan sebagai suatu bentuk tingkah laku yang 
menyimpang dari anak-anak normal dengan latar belakang kehidupan keluarga 
yang berbeda-beda, terdapat anak yang melakukan tindak pidana ata kejahatan 
karena pendidikannya terlantar yang disebabkan keadaan keluarga yang pecah 
(broken home), ada juga yang karena kemiskinan atau karena orang tua yang tidak 
mampu sehingga menyebabkan anak melakukan perbuatan kejahatan. Ataupun 
karena pengaruh dari lingkungan, baik lingkungan dia tinggal di masyarakat atau 
lingkungan pendidikan dimana dia sekolah. 
3. Kasus-Kasus Tindak Pidana Anak 
Sikap perilaku anak saat ini sudah sangat memprihatinkan, dimana saat 
ini terjadi kemunduran akhlak (dekadensi moral), karena hampir setiap harinya 
                                                             
44Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia, h. 40. 
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terjadi kasus tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan oleh anak itu sendiri.  
Beberapa kasus bisa dijelaskan sebagai berikut. 
1) Pencurian 
2) Penganiayaan 
3) Narkoba 
4) Asusila 
5) Perjudian 
6) Pembakaran 
7) Perzinahan  
Semua tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak 
berawal dari ketidak jujuran dan kekerasan yang sering didapat di lingkungan 
tempat dimana mereka tinggal. Maka dari itu anak memerlukan perlindungan 
untuk mengembalikkan hak-hak dasar anak tersebut. 
D. Hukum Islam 
1. Pengertian Hukum Islam 
Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian 
dari agama Islam, sebagai sistem hukum yang mempunyai beberapa qaidah kunci 
yang dijelaskan lebih dahulu sebab kadangkala membigunkan yang apabila tidak 
diketahui persis maknanya. Hukum Islam biasanya disebut dengan beberapa nama 
atau istilah atau masing-masing nama yang mengambarkan karakteristik tentang 
hukum tersebut  ada empat di antaranya sering dikaitkan kepada hukum-hukum 
Islam  di antaranya sebagai berikut: 
1) Syariah‟  syariah biasanya dipakai dalam dua pengertian  pertama dalam arti 
sempit dan dalam arti luas, syariah dalam arti luas berujuk pada himpunan 
petunjuk atau norma yang bersumber pada wahyu ilahi untuk mengatur 
keyakinan dan tingkah laku manusia dalam berbagai macam hubungan yang 
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meliputi dua aspek agama Islam, dalam arti sempit  ini didukung oleh 
sangksi yang dapat ditegakkan secara paksa oleh pihak yang berwenang. 
2) Fiqh, merupakan istilah lain yang biasanya dipakai dalam menyebut Hukum 
Islam (juris prudance)  jadi fiqih ini meruypakam sebagai himpuman norma 
dari berbagai sumber yakni Al-Qur‟an    l-Assunna dan ijtihad  
3) Hukum syariah merupakan suatu himpuman norma yang merujuk pada 
qaidah. 
4) Qanun merupakan amsal syraiah yang telah di positikan dan diintegrasikan 
oleh pemerintah menjadi suatu hukum negara45 
2. Tujuan Hukum Islam 
Tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan 
di akhirat kelak, dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah 
atau menolak yang mudarat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan 
kebahagiaan. Dengan demikian, tujuan hukum islam merupakan kemaslahatan 
hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Kemaslahatan 
itu tidak hanya untuk kehidupan di dunia ini saja tetapi juga untuk kehidupan 
yang kekal di dunia ini saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat 
kelak.  
Abu Ishaq al Shatibi (m.d. 790/1388) merumuskan lima tujuan hukum 
islam, yakni memelihara. 
a. Pemeliharaan Agama 
Pemeliharaan merupakan tujuan hukum Islam yang pertama, karena dalam 
agama Islam selain sebagai komponen akidah yang merupakan pegangan 
hidup terdapat juga syariat yang merupakan jalan hidup seorang muslim baik 
                                                             
45Mustofa, Abdul Wahid, Hukum Islam Kontemporer  (Jakarta: Sinar Grafika, 2009),h.  
2-3. 
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berhubungan dengan Tuhannya, maupun dalam berhubungan dengan manusia 
lain dan benda dalam masyarakat.   
b. Pemeliharaan Jiwa 
Pemeliharaan jiwa yaitu memelihara hak manusia untuk hidup dan 
mempertahankan kehidupannya.  
c. Pemeliharaan Akal 
Pemeliharaan akal dalam hukum Islam sangat penting karena dengan 
menggunakan akalnya manusia akan berpikir tentang Allah swt., alam 
semesta dan dirinya sendiri. 
d. Pemeliharaan Keturunan  
Pemeliharaan keturunan, yaitu agar kemurnian darah dapat dijaga dan 
kelanjutan umat manusia dalam diteruskan, tercermin dalam hubungan darah 
yang menjadi syarat untuk saling mewaris. 
e. Pemeliharaan Harta 
Harta adalah pemberian Tuhan kepada manusia, agar manusia dapat 
mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupannya. Karena itu, 
hukum Islam melindungi hak manusia untuk memperoleh harta dengan cara-
cara yang halal dan sah serta melindugi kepentingan harta seseorang, 
masyarakat dan negara. 
 Kelima tujuan Islam tersebut telah disepakati oleh ilmuwan hukum islam 
yang disebut al-maqasid al-khamsah atau al-maqasid al-shari‟ah (baca: al-
maqasidis syari‟ah kadang-kadang disebut al-maqadis syri‟ah). Tujuan hukum 
islam tersebut dapat dilihat dari dua segi yakni (1) segi „pembuat hukum islam‟ 
yaitu Allah dan Rasul-Nya dan (2) segi manusia yang menjadi pelaku dan 
pelaksana hukum islam itu.46 
                                                             
46Mohammad Daud Ali, Hukum Islam  Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di 
Indonesia, h.  61 
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Sumber hukum Islam ialah asal  atau tempat pengambilan hukum Islam 
dalam mencetuskan hukum Islam di Negara Republik Indonesia sumber hukum 
Islam kadang-kadang disebut dalil-dalil hukum Islam, pokok atau dasar hukum 
Islam dan hukum, Islam wajib diikuti oleh setiap muslim, sebagaimana firman 
Allah swt, dalam QS An-Nisa/4: 59. 
                        
                          
        
Terjemahnya: 
Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), 
dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat 
tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan 
Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari 
kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 
akibatnya.47 
Dari uraian di atasa dapat disimpulakan bahwa sumber-sumber hukum 
Islam yaitu: 
a) Al-Qur‟an. 
Al-Qur‟an adalah sumber hukum pertama dan utama yang berisi kaidah-
kaidah hukum fundamental yang menurut keyakinan ummat Islam  
b) As-sunnah (Al-Hadis) 
Sumber hukum Islam ke dua setelah Al-Qur‟an berupa perkataan dan 
perbuatan yang bersumber dari Nabi Muhammad saw.  
c)  kal pikiran (Ra‟yu) 
                                                             
47Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 79. 
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Akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berusaha beerikhtiar 
dengan seluruh kemampuan yang ada padanya memehami kaidah-kaidah hukum 
fundamental.48 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
48Mohammad Daud Ali, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di 
Indonesia, h. 78-111. 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
A. Jenis dan Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan adalah deskritif kualitatif lapangan 
(field research). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menganalisis 
kehidupan sosial dengan menggambarkan dunia sosial dari sudut pandang 
individu (informan). Dengan kata lain penelitian yang saya gunakan dalam 
meneliti penanganan rehabilitasi di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan 
Kebutuhan Khusus “Toddopuli” adalah penelitian deskrips kualitatif yang 
berupaya memahami bagaiman seorang informan menggambarkan atau 
memaknai dunia sosial melalui interaksi sosial. 
2. Lokasi Penelitian 
Berdasarkan jenis penelitian kualitatif atau penelitian lapangan lokasi 
penelitian dilakukan di Selodong Kota Makassar, terkhusus di Balai 
Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Kebutuhan Khusus Toddopuli. 
B. Pendekatan Penelitian 
Dalam penelitian ini ada tiga model pendekatan yaitu: 
1. Pendekatan Yuridis Normatif 
Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan 
berdasarkan perundang-undangan, peraturan, serta norma yang berlaku pada 
suatu waktu dan tempat tertentu sebagai produk dari suatu kekuasaan.49 
2. Pendekatan teologis normatif 
                                                             
49Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 
2007), h. 3. 
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Pendekatan teologis normatif adalah pendekatan keagamaan dengan 
berlandaskan padan sumber-sumber hukum Islam. 
3. Pendekatan yuridis sosiologis 
Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang menggunakan logika-
logika dan teori-teori sosiologis yang menggambarkan fenomena sosial serta 
pengaruh suatu fenomena terhadap fenomena lainnya. 
C. Sumber Data 
Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yang dipergunakan, yaitu 
sumber data primer dan sumber data sekunder. Kedua sumber data tersebut 
akan dideskripsikan sebagai berikut: 
1. Sumber Data Primer 
Sumber data primer adalah sumber pokok untuk mendapatkan data 
pokok. Data pokok ini diambil dan dikumpulkan dari penelitian kalitatif di 
Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Kebutuhan Khusus Toddopuli 
dengan menggunakan metode wawancara terhadap informan, guna 
mendapatkan informasi tentang efektivitas penanganan rehabilitasi anak 
berhadapan dengan hukum . 
2. Sumber Data Sekunder 
Sumber data sekunder adalah dumber data tambahan yang diambil dari 
kajian pustaka berupa buku, jurnal, dan referensi-referensi lainnya. 
D. Metode Pengumpulan Data 
Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
yaitu: 
1. Wawancara 
Wawancara merupakan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan keterangan 
lisan melalui tanya jawab langsung dengan orang yang dapat memberikan 
keterangan. Maka dari itu metode wawancara saya gunakan dalam penelitian di 
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Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Kebutuhan Khusus wawancara 
merupakan metode paling utama di dalam pengumpulan data kualitatif. 
2. Observasi atau Pengamatan 
Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan 
menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra 
lainnya seperti telinga, hidung, mulut serta kulit. Maka dari itu, teknik 
observasi saya gunakan dalam penelitian di Balai Rehabilitasi Sosial Anak 
Memerlukan Kebutuhan Khusus Toddopuli karena melihat kemampuan 
seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja mata 
sebagai panca indra dengan dibantu panca indra lainnya. 
3. Dokumentasi 
Dokumentasi atau metode dokumenter adalah salah satu metode 
pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada 
intinya metode yang digunakan untuk menelusuri data historis.50 Maka dari itu 
dokumentasi seperti pengambilan gambar dan video saya gunakan dalam 
penelitian di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Kebutuhan Khusus 
Toddopuli. 
4. Kepustakaan 
Kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang 
relevan dengan masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut 
bersumber dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, 
dan sumber-sumber lain yang saya dapatkan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak 
Memerlukan Kebutuhan Khusus Toddopuli. 
 
 
                                                             
50Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 
h. 124. 
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E. Instrumen Penelitian 
Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan yaitu, penelitian sendiri, 
pedoman wawancara yang berfungsi sebagai pengarah dalam memperoleh data 
dari informan secara sistematis, pedoman observasi yang berfungsi sebagai 
pengarah agara penelitian tepat sasaran, dan kamera atau tabricorder sebagai 
instrumen yang berfungsi untuk menyimpan bahan penelitian sebelum dicatat 
di dalam hasil penelitian. 
F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data 
1. Teknik Pengolahan 
a. Editing adalah kegiatan untuk memeriksa data mentah yang telah 
dikumpulkan meliputi, melengkapi data yang yang kurang atau kosong, 
memeriksa hasil pengukuran dan reliabilitas data, dan memperbaiki 
kesalahan-kesalahan atau kekurang jelasan dari pencatatan data. 
b. Coding adalah kegiatan untuk memuat pengkodean terhadap data sehingga 
memudahkan untuk dianalisis. 
2. Analisi Data 
Analisis dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut: 
a. Reduksi data (data reduction) 
Reduksi data ialah melakukan pemilahan persamaan dan perbedaan sesuai 
dengan fokus penelitian secara sistematis. 
b. Penyajian data (data display) 
Penyajian data yang dimaksud menampilkan berbagai data yang telah 
didapatkan sebagai sebuah informasi yang lebih selektif, sederhana, dan 
memudahkan untuk memaknainya. 
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c. Penarikan kesimpulan 
Penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir dari struktur analisis data 
setalah dilakukan reduksi dan penyajian data yang menjelaskan alur sebab 
akibat suatu fenomena. 
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BAB IV 
EFEKTIFITAS PENANGANAN REHABILITASI ANAK BERHADAPAN 
HUKUM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM 
 
A. Gambaran Umum Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan 
Perlindungan Khusus “Toddopuli” di Makassar 
Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus 
(BRS MPK) “Toddopuli” di Makassar adalah Balai Rehabilitasi Sosial yang 
melaksanakan fungsi pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Anak Memerlukan 
Perlindungan Khusus (AMPK), yang berada di wilayah Kawasan Timur Indonesia 
dengan kapasitas daya tampug 80 anak. Jangkauan pelayanan meliputi di Provinsi 
Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi 
Utara, Gorontalo, Papua dan Papua Barat. 
BRSAMPK Toddopuli di Makassar dulunya bernama PSMP Toddopuli 
Makassar namun berubah sesuai Permensos RI No. 17 Tahun 2018.51 
Fungsi Utama : 
1. Koordinator Program Regional 
Menyelenggarakan Program Rehabilitasi Sosial (Progres) dalam 
permasalahan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK); 
2. Outreach Center 
Sebagai pusat penjangkauan Penerima Manfaat (PM) lintas wilayah 
dan lintas nasiomnal; 
3. Pusat Respon Kasus dan Intervensi Krisis 
Melaksanakan Program Rehabilitasi Sosial (Progres) “Time-Bound 
Shelter”. Berupa rumah aman (Save House) dan Rumah Bahagia 
(Happiness House) serta layanan rujukan ke instansi lain; 
                                                             
51Buku Profil Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus. 
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4. Lembaga Percontohan 
Menyelenggarakan program rehabilitasi sosial anak secara 
komprehensif dan terintegrasi dengan pendekatan multi-intervensi dan 
holistik-sistematis berdasarkan kontinum of intervention: Individual 
Therapy, Group Therapy, Family Therapy dan Community Therapy; 
5. Pusat Penguatan Kelembagaan dan Kapasitas 
Menguatkan pelaksanaan pelayanan sosial terhadap Dinas Sosial dan 
LPKS dan masyarakat melalui Rakor Bimpat dan Bimtek; 
6. Pusat Pengembangan Model Layanan 
Menjamin Standarisasi pelayanan sosial (Sistem Monev dan Supervisi, 
NPSK, SPM, dan Pedoman).52 
Visi BRSAMPK : 
“Terwujudnya Lembaga Layanan yang baik dalam Perlindungan Sosial bagi 
 nak yang Memerlukan Perlindungan Khusus ( MPK)”. 
Misi BRSAMPK : 
a) Menguatkan sumber daya manusia yang profesional dan bermartabat; 
b) Mengembangkan layanan secara aktif (Akuntabel, Kompatibel, Transparan, 
Inovatif dan Faktual); 
c) Meningkatkan partisipasi dan peran Instansi terkait Komunitas Orsos, 
keluarga dan masyarakat; 
d) Menyelenggarakan program Rehabilitasi Sosial pada wilayah Regional 
secara Komprehensif dan Terintegrasi; 
e) Menjadikan lembaga sebagai pusat pengembangan model layanan bagi 
Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK).53 
                                                             
52Ibu St. Nachinma Susjon, Pekerja Sosial Fungsional Pelaksana Lanjutan di Balai 
Rehabilitasi Sosial  nak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRS MPK) “Toddopuli” Makassar  
Sul-Sel, wawancara di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus 
(BRSAMPK) “Toddopuli” Makassar  15 Juni 2019. 
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B. Bentuk-Bentuk Kasus Yang Dilakukan Oleh Anak Berhadapan Dengan 
Hukum di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan 
Khusus “Toddopuli” di Makassar 
Tindak pidana memang tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa namun 
anak juga turut andil dalam melakukan suatu kejahatan yang tidak kalah dengan 
perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa, sangat disayangkan bahwa perilaku 
kriminalitas dilakukan oleh anak, dimana seharusnya anak bermain dan menuntut 
ilmu. 
Dari beberapa bentuk kasus yang dilakukan oleh anak di Balai 
Rehabilitasi Sosial  nak Memerlukan Perlindungan Khusus “Toddopuli” dari 
tahun 2016-2019 bulan januari sampai dengan bulan mei yaitu: 
1. Kecelakaan lalu lintas 
Pada tahun 2016 sebanyak 2 kasus kecelakaan lalu lintas yang 
dilakukan oleh anak, pada tahun 2017 terjadi sebanyak 2 kasus 
kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak, pada tahun 2018 juga 
terjadi sebanyak 2 kasus kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh 
anak dan pada tahun 2019 dari januari sampai bulan mei belum ada 
kasus kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak.54 
2. Membawa senjata tajam 
Pada tahun 2016 terjadi sebanyak 23 kasus anak membawa senjata 
tajam, pada tahun 2017 terjadi sebanyak 10 kasus anak membawa 
senjata tajam, pada tahun 2018 terjadi sebanyak 5 kasus anak 
                                                                                                                                                                      
53Bapak Drs. A. Abd. Haris, Pekerja Sosial Fungsional Penyelia di Balai Rehabilitasi 
Sosial  nak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRS MPK) “Toddopuli” Makassar  Sul-Sel, 
wawancara di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) 
“Toddopuli” Makassar  15 Juni 2019. 
54Data Kementrian Sosial Republik Indonesia Balai Rehabilitasi Anak Memerlukan 
Perlindungan Khusus “Toddopuli” di Makassar. 
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membawa senjata tajam, dan pada tahun 2019 pada bulan januari 
sampai bulan mei hanya terjadi 1 kasus anak membawa senjata 
tajam.55 
3. NAPZA 
Pada tahun 2016 terjadi sebanyak 9 kasus NAPZA yang dilakukan 
oleh anak, pada tahun 2017 terjadi sebanyak 29 kasus NAPZA yang 
dilakukan oleh anak, pada tahun 2018 terjadi sebanyak 27 kasus 
NAPZA yang dilakukan oleh anak, dan pada tahun 2019 dari bulan 
januari sampai bulan mei terjadi sebanyak 13 kasus NAPZA yang 
dilakukan oleh anak.56 
4. Pembunuhan 
Pada tahun 2016 terjadi sebanyak 2 kasus pembunuhan yang dilakukan 
oleh anak, pada tahun 2017 terjadi sebanyak 2 kasus pembunuhan 
yang dilakukan oleh anak, pada tahun 2018 tidak ada kasus 
pembunuhan yang terjadi yang dilakukan oleh anak dan tahun 2019 
pada bulan januari sampai bulan mei belum ada kasus yang anak yang 
di rehabilitasi terkait kasus pembunuhan.57 
5. Pemerasan / penggelapan 
Pada tahun 2016 hanya terjadi 1 kasus pemerasan/penggelapan yang 
dilakukan oleh anak, pada tahun 2017 tidak ada kasus 
pemerasan/penggelapan yang dilakukan oleh anak, pada tahun 2018 
hanya terjadi 2 kasus pemerasan/penggelapan, dan pada tahun 2019 
                                                             
55Data Kementrian Sosial Republik Indonesia Balai Rehabilitasi Anak Memerlukan 
Perlindungan Khusus “Toddopuli” di Makassar. 
56Data Kementrian Sosial Republik Indonesia Balai Rehabilitasi Anak Memerlukan 
Perlindungan Khusus “Toddopuli” di Makassar. 
57Data Kementrian Sosial Republik Indonesia Balai Rehabilitasi Anak Memerlukan 
Perlindungan Khusus “Toddopuli” di Makassar. 
43 
 
 
 
 
dari bulan januari sampai bulan mei belum ada anak yang di 
rehabilitasi terkait kasus pemerasan/penggelapan yang dilakukan oleh 
anak.58 
6. Pemerkosaan / Pencabulan / pelecehan seksual 
Pada tahun 2016 terjadi sebanyak 16 kasus 
pemerkosaan/pencabulan/pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak, 
pada tahun 2017 terjadi sebanyak 17 kasus 
pemerkosaan/pencabulan/pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak, 
pada tahun 2018 terjadi sebanyak 29 kasus 
pemerkosaan/pencabulan/pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak, 
dan tahun 2019 dari bulan januari sampai bulan mei terjadi sebanyak 7 
kasus pemerkosaan/pencabulan/pelecehan seksual yang dilakukan oleh 
anak.59 
7. Pencurian / penjambretan / penadahan 
Pada tahun 2016 terjadi sebanyak 123 kasus 
pencurian/penjambretan/pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak, 
pada tahun 2017 terjadi sebanyak 111 kasus 
pencurian/penjambretan/pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak, 
pada tahun 2018 terjadi sebanyak 124 kasus 
pencurian/penjambretan/penadahan yang dilakukan oleh anak, dan 
pada tahun 2019 dari bulan januari sampai bulan mei terjadi sebanyak 
35 kasus pencurian/penjambretan/penadahan yang dilakukan oleh 
anak.60 
                                                             
58Data Kementrian Sosial Republik Indonesia Balai Rehabilitasi Anak Memerlukan 
Perlindungan Khusus “Toddopuli” di Makassar. 
59Data Kementrian Sosial Republik Indonesia Balai Rehabilitasi Anak Memerlukan 
Perlindungan Khusus “Toddopuli” di Makassar. 
60Data Kementrian Sosial Republik Indonesia Balai Rehabilitasi Anak Memerlukan 
Perlindungan Khusus “Toddopuli” di Makassar. 
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8. Penganiayaan / perkelahian / kekerasan fisik 
Pada tahun 2016 terjadi sebanyak 11 kasus 
penganiayaan/perkelahian/kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak, 
pada tahun 2017 terjadi sebanyak 9 kasus 
penganiayaan/perkelahian/kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak, 
pada tahun 2018 terjadi sebanyak 46 kasus 
penganiayaan/perkelahian/kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak, 
dan pada tahun 2019 dari bulan januari sampai bulan mei terjadi 
sebanyak 6 kasus penganiayaan/perkelahian/kekerasaan fisik yang 
dilakukan oleh anak. 
9. Pengerusakan / pembakaran 
Pada tahun 2016 hanya terjadi 1 kasus pengerusakan/pembakaran yang 
dilakukan oleh anak, pada tahun 2017 juga hanya terjadi 4 kasus 
pengerusakan/pembakaran yang dilakukan oleh anak, pada tahun 2018 
tidak ada kasus pengerusakan/pembakaran yang dilakukan oleh anak, 
dan pada tahun 2019 dari bulan januari sampai bulan mei juga belum 
ada kasus anak yang di rehabiltasi terkait pengerusakan/pembakaran.61 
10. Penipuan  
Pada tahun 2016 hanya terjadi 1 kasus penipuan yang dilakukan oleh 
anak, pada tahun 2017 juga hanya terjadi 1 kasus penipuan yang 
dilakukan oleh anak, pada tahun 2018 tidak terjadi kasus penipuan 
yang dilakukan oleh anak, dan pada tahun 2019 dari bulan januari 
sampai bulan mei belum ada kasus anak yang di rehabilitasi terkait 
penipuan.62 
                                                             
61Data Kementrian Sosial Republik Indonesia Balai Rehabilitasi Anak Memerlukan 
Perlindungan Khusus “Toddopuli” di Makassar. 
62Data Kementrian Sosial Republik Indonesia Balai Rehabilitasi Anak Memerlukan 
Perlindungan Khusus “Toddopuli” di Makassar. 
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11. UU ITE 
Pada tahun 2016 tidak terjadi kasus pelanggaran UU ITE yang 
dilakukan oleh anak, pada tahun 2017 hanya terjadi 1 kasus 
pelanggaran UU ITE yang dilakukan oleh anak, pada tahun 2018 juga 
hanya terjadi 1 kasus pelanggaran UU ITE yang dilakukan oleh anak, 
dan pada tahun 2019 dari bulan januari sampai bulan mei belum ada 
kasus anak yang di rehabilitasi terkait pelanggaran UU ITE.63 
12. Melarikan anak di bawah umur 
Pada tahun 2016 tidak ada kasus anak yang melakukan tindak pidana 
melarikan anak di bawah umur, pada tahun 2017 juga tidak kasus anak 
yang melakukan tindak pidana melarikan anak di bawah umur, pada 
tahun 2018 hanya terjadi 1 kasus tindak pidana melarikan anak yang di 
bawah umur yang dilakukan oleh anak, dan pada tahun 2019 dari bulan 
januari sampai bulan mei belum ada kasus anak yang di rehabilotasi 
terkait kasus tindak pidana melarikan anak di bawah umur.64 
13. Pertolongan jahat 
Dari tahun 2016 sampai 2018 tidak ada kasus anak yang di rehabilitasu 
terkait kasus pertolongan jahat yang dilakukan oleh anak, danpada 
tahun 2019 dari bulan januari sampai bulan mei hanya terjadi 1 kasus 
pertolongan jahat yang dilakukan oleh anak.65 
14. Rentan ABH 
                                                             
63Data Kementrian Sosial Republik Indonesia Balai Rehabilitasi Anak Memerlukan 
Perlindungan Khusus “Toddopuli” di Makassar. 
64Data Kementrian Sosial Republik Indonesia Balai Rehabilitasi Anak Memerlukan 
Perlindungan Khusus “Toddopuli” di Makassar. 
65Data Kementrian Sosial Republik Indonesia Balai Rehabilitasi Anak Memerlukan 
Perlindungan Khusus “Toddopuli” di Makassar. 
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Pada tahun 2016 terjadi sebanyak 68 kasus rentan ABH, pada tahun 
2017 terjadi sebanyak 54 kasus rentan ABH, pada tahun 2018 terjadi 
sebanyak 44 kasus rentan ABH, dan pada tahun 2019 dari bulan 
januari sampai bulan mei terjadi 17 kasus rentan ABH.66 
Dari persentase jumlah 14 kasus anak yang di rehabilitasi di Balai 
Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus mengalami 
peningkatan dari tahun 2016 sebanyak 257 anak, dan sempat mengalami 
penurunan di tahun 2017 sebanyak 240 anak, tetapi meningkat kembali di tahun 
2018 sebanyak 281 anak. Dan pada tahun 2019 dari bulan januari sampai bulan 
mei dari persentase jumlah 14 kasus terjadi 83 kasus. 
 
C. Proses Rehabilitasi Anak Berhadapan Dengan Hukum di Balai 
Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus “Toddopuli” 
di Makassar 
Proses ABH dapat dilakukan oleh pendamping terutam pekerja sosial 
profesional dan tenaga kesejahteraan sosial. Pendampingan terhadap ABH dapat 
dilakukan melalui rehabilitasi sosial. Rehabilitasi sosial nertujuan agar anak dapat 
beradaptasi kembali dan berinteraksi dengan baik di lingkungan masyarakat. 
Selain itu, anak dapat mengembangkan berbagai potensi dan keahlian yang 
dimiliki. Program pendampingan ABH merupakan salah satu bukti perlindungan 
dari pemerintah agar segala hak anak terjamin. 
Ibu Asmawati, Pekerja Sosial Fungsional di Balai Rehabilitasi Sosial 
Anak Memerlukan Perlindungan Khusus mengungkapkan bahwa pendampingan 
                                                             
66Data Kementrian Sosial Republik Indonesia Balai Rehabilitasi Anak Memerlukan 
Perlindungan Khusus “Toddopuli” di Makassar. 
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terjadap ABH dapat dilakukan melalui rehabilitasi sosial, tahapan pelayanan 
rehabilitasi sosial antara lain:67 
 
1. Pendekatan awal 
Pendekatan awal berkaitan dengan kegiatan penjajaan awal. 
Pendekatan harus dilakukan tanpa kekerasan. Kegiatan dapat 
dilaksanakan pekerja sosial dalam tahap ini seperti konsultasi dengan 
pihak yang bersangkutan. Konsultasi bertujuan untuk mengakrabkan 
pekerja sosial dengan pihak yang bersangkutan. 
2. Pengungkapan dan pemahaman masalah 
kegiatan ini bertujuan untuk pekerja sosial dapat menyususn 
rencana kegiatan assesment masalah, kebutuhan dan sistem penerima 
pelayanan dari data yang telah dikumpulkan. 
3. Penyusunan rencana pemecahan masalah 
Tahap ini merupakan proses perumusan tujuan dan kegiatan 
pemecahan masalah. Selain itu, menetapkan berbagai sumber daya 
seperti metode, teknik, sarana prasarana, serta waktu yang dibutuhkan 
yang bertujuan agar ABH dapat menolong dirinya sendiri. Bimbingan 
yang diberikan di BRS MPK “Toddopuli” yaitu: 
a) Bimbingan fisik yang berkaitan dengan pemberian asrama untuk tempat 
tinggal ABH selama proses rehabilitasi serta makanan telah disediakan oleh 
balai. Berbagai kegiatan fisik seperti olahraga, senam, pengecekan 
kesehatan serta pengobatan. 
                                                             
67Asmawati, Pekerja Sosial Fungsional di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan 
Perlindungan Khusus (BRS MPK) “Toddopuli” Makassar  Sul-Sel, wawancara di Balai 
Rehabilitasi Sosial  nak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRS MPK) “Toddopuli” Makassar  
13 Februari 2019. 
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b) Bimbingan keterampilan di BRS MPK “Toddopuli” dibedakan menjadi 7 
vokasional yakni, komputer, las listrik, otomotif, tata rias, penjahitan, 
meubel, dan elektronik. Keterampilan didapat ABH di BRSAMPK 
“Toddopuli” dengan terlebih dahulu mengikuti ujian vokasional. Selain itu  
penentuan keterampilan juga disesuaikan prospek ABH ke depan. Hal ini 
diberikan agar ABH mempunyai keahlian khusus sebagai bekal dalam hidup 
di masyarakat. 
c) Bimbingan pengembangan masyarakat berupa kegiatan pemberian 
informasi, pengetahuan, sikap, dan keterampilan kepada masyarakat  agar 
masyarakat dapat berinteraksi dengan baik. 
d) Bimbingan resosialisasi berupa kegiatan mempersiapkan ABH agara 
mampu bersosialisasi dan beradaptasi baik dengan keluarga atau lingkungan 
masyarakat. 
4. Pelaksanaan pemecahan masalah 
Kegiatan ini berupa pemeliharaan, pemberian motivasi, dan 
pendampingan kepada ABH. Segala kebutuhan ABH di BRSAMPK 
“Toddopuli” yang dibutuhkan dalam krhidupan sehari-hari telah 
disediakan dan tidak dipungut biaya. Pekerja Sosial memantau 
aktivitas para ABH agar dapat mengidentifikasi berbagai masalah atau 
hambatan yang didapat ABH dalam proses rehabilitasi. 
5. Evaluasi, terminasi, dan rujukan 
Evaluasi berkaitan dengan proses kegiatan yang bertujuan untuk 
mengetahui efektifitas pencapaian tujuan pemecahan masalah ABH. 
Terminasi berkaitan dengan proses pemutusan hubungan rehabilitasi 
antara balai rehabilitasi dengan ABH. Sedangkan rujukan berkaitan 
dengan kegiatan merancang, melaksanakan, mensupervisi, 
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mengevaluasi, dan menyusun laporan kegiatan rujukan program 
pelayanan kesejahteraan sosial. 
6. Bimbingan dan pembinaan lanjut 
Pada tahap ini, pekerja sosial dapat merancang kegiatan bimbingan 
dan pembinaan lebih lanjut terhadap eks ABH. Pekerja sosial dapat 
memantau perkembangan eks ABH dikehidupan bermasyarakat. Setiap 
tahapan proses pelayanan rehabilitasi sosial dievaluasi oleh pekerja 
sosial. Hal ini utnuk mengetahui seberapa efektivitas pelayanan 
rehabilitasi kepada ABH dan untuk kebaikan proses pelayanan 
mendatang. 
 
D. Faktor-Faktor Penyebab Anak berhadapan Dengan Hukum di Balai 
Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus “Toddopuli” 
di Makassar 
Secara umum dalam kehidupan bermasyarakat sering terjadi interaksi 
sosial antara individu satu dengan individu lainnya. Pendidikan yang rendah 
menjadi tolak ukur untuk mengetahui permasalahan yang terjadi pada anak. Anak 
yang berhadapan dengan hukum dapat disebabkan oleh beberapa faktor sesuai 
dengan data yang terdapat dilapangan antara lain68: 
1. Pergaulan 
Pergaulan memiliki pengaruh yang besar terhadap proses pembentukan 
kepribadian. Anak-anak sangat rentan terpengaruh oleh pergaulan yang ada pada 
lingkungannya.  
                                                             
68Ikhwan, Pekerja Sosial Pemula di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan 
Perlindungan Khusus (BRS MPK) “Toddopuli” Makassar  Sul-Sel, wawancara di Balai 
Rehabilitasi Sosial  nak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRS MPK) “Toddopuli” Makassar  
13 Februari 2019. 
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Kesalahan anak dalam bergaul disebabkan oleh kurang pahamnya 
terhadap norma-norma agama dan norma-norma pancasila, sikap mental yang 
tidak sehat, pelampiasan rasa kecewa terhadap keluarga yang tidak harmonis, dan 
lain sebagainya. 
2. Keluarga Bermasalah atau Tidak Harmonis 
Faktor penyebab anak berhadapan dengan hukum selain karena 
pergaulan dapat juga disebabkan dari keluarga yang bermasalah atau keluarga 
yang kurang harmonis. Anak-anak yang berasal dari keluarga kurang harmonis 
akan jauh dari kasih sayang, perlindungan dan pengawasan keluarga secara 
memadai. 
Kurangnya perhatian dari keluarga juga dapat membuat kehidupan 
seorang anak berantakan dan psikologis seorang anak dapat menjadi keliru dari 
lingkungan sosial di sekitarnya. 
3. Kurangnya Pemahaman Agama 
Anak yang tidak dibekali dengan pemahaman agama sejak kecil akan 
tumbuh menjadi pribadi yang tak terkendali sehingga membuat mereka menjadi 
anak nakal atau bertindak melanggar hukum. 
Kurangnya pemahaman agama cenderung membuat anak tidak 
menyadari jika perbuatan yang mereka lakukan salah dan dapat memberikan 
dampak yang buruk bagi diri mereka sendiri maupun terhadap orang lain. 
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E. Pandangan Hukum Islam Terhadap Anak Berhadapan Hukum 
Anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam 
memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada.69 Itu 
dikarenakan anak adalah makhluk yang lemah yang tidak berdaya, yang 
memerlukan kasi sayang dan perhatian.70 
Anak merupakan amanah sekaligus karunia Allah swt., bahkan anak 
dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan 
harta benda lainnya.71 
Melihat konsep anak dalam Islam, Avner Giladi berpendapat statemen al-
Qur‟an tentang anak yang membawa signifikasi normatif-etik menjadi dasar bagi 
legislasi keislaman berikutnya yang pada intinya terfokus pada persoalan 
pembunuhan anak, adopsi, menyusui, dan anak yatim.72 Sebagaimana firman 
Allah swt. dalam QS. al-Kahfi/18: 46. 
                              
                             
Terjemahnya: 
Dan berilah perumpamaan kepada mereka (manusia), kehidupan dunia 
sebagai air hujan yang Kami turunkan dari langit, Maka menjadi subur 
karenanya tumbuh-tumbuhan di muka bumi, kemudian tumbuh-tumbuhan 
itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. dan adalah Allah, Maha 
Kuasa atas segala sesuatu.73 
 
 
                                                             
69Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, (Cet. 1; Bandung: PT. Refika Aditama, 
2009), h. 15. 
70
 MG. Endang Sumiarni dan Chandera Halin, Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum 
Keluarga, (Cet. 1; Yogyakarta: Atma Jaya, 2000), h. vii. 
71
 Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam, 
(Jakarta: Kencana Media Group, 2008), h. 1. 
72Zuhri, Anak dalam Pemikiran Islam: Penelusuran dan Ancangan Perspektif Sosio-
Filosofis Atas Anak, Jurnal Penelitian Agama, No. 1, Vil.XV (1 Januari-April 2006), h. 12-13. 
73Kementrian  Agama RI, al-Qur‟an dan Terjemahnya (Cet. XVII; Jakarta:Yayasan 
Penyelenggara Penterjemah Al- Qur‟an  2014)  h. 295. 
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Islam membagi fase yang dilalui manusia dari sejak lahir hingga usia 
dewasa kepada 3 fase periode, yaitu: 
1. Fase pertama, tidak adanya kemampuan berfikir (idrak), saat seorang 
anak melakukan tindak pidana tidak dijatuhi hukum. 
2. Fase kedua, kemampuan berfikir lemah, saat melakukan pidana 
hukumnya dijatuhi tanggung jawab ta‟diby (pendidikan), tetapi anak 
tidak dianggap sebagai resedivis meskipun hukuman pendidikan 
dijatuhkan kepadanya. 
3. Fase ketiga, kekuatan berfikir sempurna dan dapat dikenai 
tanggungjawab pidana.74 
Berdasarkan berbagi literatur, tujuan hukum dalam Islam terakomodir 
dalam al-Maqasid asy-Syari‟ah. Berdasarkan tujuan ini, dapat dirumuskan secara 
general bahwa tujuan hukum pidana dalam Islam juga dimaksudkan untuk 
memelihara jiwa, akal, harta, dan keturunan. Sebab, tiga dari lima tujuan syariat 
yang disebutkan diatas, hanya dapat dicapai dengan mentaati ketentuan hukum 
pidana Islam. Sedangkan, dua di antaranya bertautan dengan ketentuan hukum 
perdata Islam, yaitu harta dan keturunan, sementara akal dan jiwa semata-mata 
dipelihara oleh ketentuan hukum pidana Islam.75 
Abu Ishaq al Shatibi (m.d. 790/1388) merumuskan lima tujuan hukum 
islam, yakni memelihara. 
f. Pemeliharaan Agama 
Pemeliharaan merupakan tujuan hukum Islam yang pertama, karena dalam 
agama Islam selain sebagai komponen akidah yang merupakan pegangan 
hidup terdapat juga syariat yang merupakan jalan hidup seorang muslim baik 
                                                             
74Abdul Qadir Awdah, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, alih bahasa Tim Tsalisah, Jilid 
II, (Bogor: Karisma Ilmu, 2007), h. 256. 
75Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 13-14. 
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berhubungan dengan Tuhannya, maupun dalam berhubungan dengan manusia 
lain dan benda dalam masyarakat.   
g. Pemeliharaan Jiwa 
Pemeliharaan jiwa yaitu memelihara hak manusia untuk hidup dan 
mempertahankan kehidupannya.  
h. Pemeliharaan Akal 
Pemeliharaan akal dalam hukum Islam sangat penting karena dengan 
menggunakan akalnya manusia akan berpikir tentang Allah swt., alam 
semesta dan dirinya sendiri. 
i. Pemeliharaan Keturunan  
Pemeliharaan keturunan, yaitu agar kemurnian darah dapat dijaga dan 
kelanjutan umat manusia dalam diteruskan, tercermin dalam hubungan darah 
yang menjadi syarat untuk saling mewaris. 
j. Pemeliharaan Harta 
Harta adalah pemberian Tuhan kepada manusia, agar manusia dapat 
mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupannya. Karena itu, 
hukum Islam melindungi hak manusia untuk memperoleh harta dengan cara-
cara yang halal dan sah serta melindugi kepentingan harta seseorang, 
masyarakat dan negara. 
Hukum pidana Islam memegang teguh asas legalitas yaitu tidak ada 
pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum undang-undang lain yang 
mengaturnya. Asas ini melindungi dari penyalahgunaan kekuasaan atau 
kesewenangan berpihak. Asas ini sesuai dengan ketentuan Allah dalam Q.S al- 
Isra‟/17: 15. 
                                
                          
Terjemahnya: 
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Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), Maka 
Sesungguhnya Dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan 
Barangsiapa yang sesat Maka Sesungguhnya Dia tersesat bagi (kerugian) 
dirinya sendiri. dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang 
lain, dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang 
rasul.76 
 
Anak kadang kala dalam melakukan interaksi didalam masyarakat sering 
kali melakukan perbuatan-perbuatan yang seharusnya tidak boleh ia lakukan. 
Sehingga ia harus berhadapan dengan hukum untuk menyelesaikan kasus yang 
dihadapi.77 
Menurut beberapa fuqaha, mereka membatasi usia seorang anak yang 
dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana atas jarimah yang diperbuatnya 
yaitu setelah si anak mencapai usia 15 tahun.  Menurut Abdul Qadir Audah anak 
di bawa umur dapat ditentukan bahwa laki-laki itu belum keluar sperma dan bagi 
perempuan belum haid. Sedangkan menurut Ahmad Hanafi yang mengutip Imam 
Abu Hanafiah, membatasi pada usia 18 tahun dan menurut satu riwayat 19 
tahun.78 
Dalam suatu peraturan hukum pidana baik yang memuat larangan 
melakukan maupun perintah untuk melakukan sudah semestinya disertai dengan 
adanya sanksi atau hukuman supaya bentuk larangan maupun perintah itu diakui 
oleh segenap anggota masyarakat yang bersangkutan. 
Sanksi atau hukuman dalam hukuman pidana Islam disebut iqaib bentuk 
singularnya sedangkan bentuk pluralnya adalah uqubah) yang memiliki arti 
siksaan atau balasan terhadap kejahatan. 
                                                             
76Kementrian  Agama RI, al-Qur‟an dan Terjemahnya, h. 283. 
77Cahyasena Putu Yudha, 2016, “Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Yang Berkonflik 
Dengan Hukun (Studi Kasus di Bapas Kelas II Mataram)”, Jurnal Universitas Udayana, Denpasar 
Bali, h. 3. 
78Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Yogyakarta: Bulan Bintang, 1967), h. 
369. 
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Al-Qur‟an memandang tentang anak secara global sebagaimana firman 
Allah swt. dalam Q.S al-Baqarah/2: 233. 
                          
                               
                        
                            
                             
         
Terjemahnya:  
Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, 
Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah 
memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. 
seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. 
janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan 
seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. 
apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan 
keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan 
jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa 
bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. 
bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha 
melihat apa yang kamu kerjakan.79 
 
Ayat di atas dapat menjelaskan bahwa anatara anak dan orang tua 
memiliki hubungan timbal balik saling menguntungkan. Dimana orang tua harus 
memelihara anak-anaknya dengan baik agar dapat tumbuh dan hidup serta tumbuh 
dengan wajar. Jika anak dapat tumbuh dengan wajar baik fisik, jasmani maupun 
rohaninya maka akan menjadi anak baik dan tidak akan menyengsarakan malahan 
dapat mendoakan kedua orang tuanya agar selamat dan bahagia di dunia maupun 
akhirat. 
Pertanggungjawaban pidana dalam syari‟at Islam adalah pembebanan 
terhadap seseorang atas suatu perbuatan yang telah dilarang yang ia kerjakan 
dengan kemauan sendiri dan ia sadar akibat perbuatannya itu. 
                                                             
79Kementrian Agama RI, al-Qur‟an dan Terjemahnya  h. 37. 
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Dalam syari‟at Islam pertanggungjawaban anak yang belum dewasa 
merupakan hal yang baik sekali dan memiliki persamaan dalam hukum positif. 
Dalam hukum Islam pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dua perkara, 
yaitu kekuatan berpikir dan pilihan. Perbuatan melanggar hukum oleh anak bisa 
dimaafkan atau bisa dikenakan hukuman, tetapi bukan hukuman pokok melainkan 
ta‟zir.  
Perbuatan anak-anak yang dianggap sebagai pelanggaran tindak pidana 
dalam Islam, yaitu: 
a) Jarimah Hudud, yaitu perbuatan melanggar hukum yang jenis ancaman dan 
hukumannya di tentukan oleh nas Allah swt. 
b) Jarimah Qisas Diyat, yaitu perbuatan yang diancam dengan hukuman qisas 
dan diyat (pembunuhan yang disengaja, pembunuhan semi sengaja, 
pembunuhan keliru, penganiayaan sengaja, dan penganiayaan salah). 
c) Jarimah Ta‟zir, yaitu hukuman yang diberikan selain hukuman had, qisas dan 
diyat. Seperti sumpah palsu, saksi palsu, mengicu timbangan, mengingkari 
janji, menghianati amanat, dan menghina agama.80 
Selain perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian kepada pihak lain, 
perbuatan tersebut ditetapkan oleh negara dalam bentuk undang-udang, demikian 
pula dalam hukum pidana Islam, sesuatu perbuatan dapat di kategorikan sebagai 
tindak pidana (jarimah) apa bila perbuatan tersebut telah diatur oleh nas. Undang-
undang maupun nas tersebut tidak mempunyai arti tanpa adanya dukungan yang 
dapat memaksa seseorang untuk mematuhi peraturan tersebut.81 
Persamaan pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana positif 
dan hukum pidana Islam adalah menetapkan perbuatan pidana yang dilakukan 
                                                             
80Fuad Fachrudin, Masalah Anak Dalam Hukum Islam, (Yogyakarta: Liberty, 2001), h. 
286. 
81Abdurrahman I Doi, Tindak Pidana Dalam Syari‟ah Islam, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 
1992), h. 233. 
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oleh anak-anak menurut asas legalitas, menetapkan faktor akal dan faktor 
kehendak sebagai syarat mampu bertanggungjawab, memberikan pengajaran dan 
pengarahan kepada anak-anak yang melakukan tindak pidana.82 
Berdasarkan hukum positif pengaturan batasan usia anak adalah di bawah 
18 tahun dengan alternatif, di bawah 8 tahun dilakukan penyidikan kemudian 
dikembalikan kepada orang tua atau diserahkan ke balai rehabilitasi sosial anak. 
Usia 12 tahun, diajukan ke sidang pengadilan, kemudian di kembalikan kepada 
orang tua atau diserahkan kepada negara atau balai rehabilitasi sosial anak. 
Sedangkan dalam hukum Islam, batas usia anak adalah di bawah 15 tahun atau 18 
tahun dengan alternatif 7 tahun, bebas dari hukuman pidana dan hukuman 
pengajaran tetapi dikenai pertanggungjawaban perdata, usia 7 hingga 15 tahun 
atau 18 tahun, bebas dari hukuman pidana tetapi dikenai hukuman pengajaran dan 
hukuman perdata.83  
Mengenai hukuman bagi anak-anak yang melakukan tindak pidana, 
hukum pidana Islam tidak menjelaskan secara jelas karena menurut hukum Islam 
anak merupakan amanat yang diberikan oleh Allah swt. yang harus dijaga, 
dirawat sebaik mungkin. Sehingga ketika seorang anak melakukan perbuatan 
melanggar hukum maka anak tersebut tidak dikenakan hukuman dan sebagai 
gantinya iya menjalankan hukuman dari orang tuanya. 
Maka dari itu hukum positif memiliki kesamaan dalam menerapkan 
hukuman bagi anak, karena anak tersebut dianggap belum cakap hukum. Dan 
sebagai gantinya anak tersebut harus menjalani masa pengajaran (masa 
rehabilitasi) jika tidak di kembalikan ke orang tuanya. 
 
 
                                                             
82Mustofa Hasan, Hukum Pidana Islam, Fiqh Jinayah (Cet. 1; Bandung, 2013), h. 86. 
83Mustofa Hasan, Hukum Pidana Islam, Fiqh Jinayah, h. 90. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Proses rehabilitasi anak berhadapan dengan hukum (ABH) di Balai 
Rehabilitasi Sosial  nak Memerlukan Perlindungan Khusus “Toddopuli” 
dilakukan melalui rehabilitasi sosial. Berdasarkan kajian penelitian, dapat 
disimpulkan sebagai berikut. 
1. Tahap rehabiltasi yang dilakukan yaitu, pendekatan awal, 
pengungkapan dan pemahaman masalah, penyusunan rencana 
pemecahan masalah, pelaksanaan pemecahan masalah, evaluasi, 
terminasi, serta rujukan. 
2. Pelaksanaan rehabilitasi disesuaikan dengan kesepakatan awal 
dengan pihak yang bersangkutan, yakni bertujuan agar pekerja sosial 
dan ABH menjadi lebih akrab, serta melancarkan proses rehabilitasi. 
3. Penanganan ABH dilakukan oleh pendamping baik pekerja sosial 
profesional maupun tenaga kesejahteraan sosial sesuai dengan 
prosedur dan peraturan yang ada. 
4. Dalam pandangan hukum Islam pertanggungjawaban pidana 
didasarkan atas dua perkara, yaitu kekuatan berpikir dan pilihan. 
Perbuatan melanggar hukum oleh anak bisa dimaafkan atau bisa 
dikenakan hukuman, tetapi bukan hukuman pokok melainkan ta‟zir. 
Sehingga ketika seorang anak melakukan perbuatan melanggar 
hukum maka anak tersebut tidak dikenakan hukuman dan sebagai 
gantinya iya menjalankan hukuman pengajaran dari orang tuanya. 
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B. Implikasi 
1. Diharapkan kepada Kementrian Sosial agar lebih meningkatkan 
kuantitas di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan 
Perlindungan Khusus “Toddopuli” agar mampu meningkatkan 
pelayanan pendampingan terhadap anak berhadapan dengan hukum, 
dan meningkatkan pelayanan rehabilitasi yang telah berhasil dalam 
memberikan pendidikan terbaik bagi ABH. 
2. Diharapkan bagi Masyarakat dan keluarga agar dapat bersikap 
terbuka mendukung, menerima dan menyakini bahwa anak tersebut 
dapat kembali seperti anak normal lainnya setelah mendapatkan 
penanganan rehabilitasi, serta perlunya sosialisasi kepada masyarakat 
dalam penanganan ABH. 
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